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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba B be
ت ta T te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha Kh ka dan ha
د dal D de
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas)
ر ra R er
ز zai Z zet
س sin S es
ش syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain G ge
ف fa F ef
ق qaf Q qi
ك Kaf K ka
ل Lam L el
م Mim M em
ن Nun N en
و Wau W we
هـ Ha H ha
ء hamzah ’ apostrof
ى Ya Y ye
xii
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
َف ْيـ ـ َف : kaifa
لف ْي هـف : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:




Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah dan yā’ ai a dan iْى َـ




ـى مف رف : ramā
َف ْيـ ِـق : qīla
ت ْي ت مـ َـف : yamūtu
4. Tā’ Marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
اأفطيَفالق ـة َف وي رف : rauḍah al-aṭfāl
ــَفة َق ْيـَـفا اف ة َيـَـف ِق ـ ْيـمف اف : al-madinah al-fāḍilah
ــة ـمف ْي ـ ِق ـي اْف : al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)










a dan garis di atas
kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
u dan garis di atas
َـََََْ
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sebuah tanda tasydīd ( ـــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
َاف ـف ّــ رف : rabbanā
ْيــَاف ـف ّـ َـف : najjainā
ّـ ـ ِف ــي اْف : al-ḥaqq
َف ــق ّـ َت : nu“ima
و ِت ـ عف : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
ـى) ,(ـــــق maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ىو ـَـق عف : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ى ّــق ـرف عف : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
ُت ـ ـمي ّش اْف : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ة ْــف َف ْــي َش اْف : al-zalzalah (az-zalzalah)
ـَفة َف َي َـف ــي اْف : al-falsafah
xv
افدت ــــق ــي اْف : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
نف وي ـرت يمت تـْف : ta’murūna
عت ْي ــَـش اْف : al-nau‘
ء ْي ـ َف : syai’un
ت ـري ُتمق : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata






9. Lafẓ al-Jalālah (ا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
اق ُت َـي دق dīnullāh ّقالق billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
اق ةق مف حـــي رف ْي ِق َي هـت hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,
DP, CDK, dan DR).
Contoh:
xvii
Wa mā Muḥammadun illārasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr
Ḥāmid Abū)
xviii
QS…/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat.
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Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan Di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat
Kota Bima
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan
masyarakat melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kampung Lela Kelurahan
Jatibaru Barat, pokok permasalahan tersebut lalu diuraikan menjadi beberapa sub
masalah, yaitu: 1) Bagaimana proses pengelolaan hutan kemasyarakatan yang
dilakukan masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima?, dan 2)
Bagaimana manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap pemberdayaan
masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima?.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatf deskriptif, dengan metode
pendekatan sosiologi. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah, Lurah Jatibaru
Barat, Ketua Kelompok Tani Mori Sama, serta tujuh orang masyarakat pengelola
hutan kemasyarakatan. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data
dilakukan melalui empat tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, teknik analisis
perbandingan, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan hutan
kemasyarakatan oleh masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima
dilakukan dengan reboisasi, penanaman tanaman pangan, dan penanaman tanaman
komoditas ekspor. Manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh
masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat, yaitu: pertama, membuka
peluang kerja, kedua, masyarakat mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anak,
ketiga, masyarakat mendapat pengetahuan tentang pertanian, keempat, perbaikan taraf
hidup bagi masyarakat itu sendiri.
Implikasi penelitian ini adalah: 1) Penelitian tidak hanya berfokus pada
pemanfaatan pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap pemberdayaan
masyarakat, namun juga bagaimana proses pengelolaan hutan kemasyarakatan yang
dilakukan oleh masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima. 2)
Dengan adanya hutan kemasyarakatan diharapkan selain menjadi pilihan pekerjaan,
juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3) Melaui proses
pengeloaan hutan kemasyarakatan dapat dilihat bahwa masyarakat tetap menjaga
fungsi ekologi dari hutan itu sendiri melalui penanaman pohon. 4) Peneliti berharap
bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan bagi pembaca tentang
bagaimana pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat




A. Latar Belakang Masalah
Kesejahteraan bagi masyarakat merupakan sebuah hal yang selalu diimpikan
oleh setiap negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan dan
pengangguran masih menjadi salah satu isu utama masalah kesejahteraan yang
melanda bangsa Indonesia hari ini, banyak faktor yang menjadi pemicu tingginya
angka kemiskinan dan pengangguran, antara lain masih lemahnya sumber daya
manusia yang dimiliki Indonesia, terlebih masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Selain lemahnya kualitas sumber daya manusia, faktor lain yang memicu tingginya
angka kemiskinan adalah ketidak tersediaan lapangan pekerjaan, padahal seperti yang
diketahui, Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam melimpah
yang dapat dikelola guna meningkatkan kesejahtera
an masyarakat kecil di daerah terpencil.
Mengacu pada tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi konsentrasi khsusus bagi
pemerintah, sebagaimana yang terkandung pada sila ke lima dasar negara yaitu
Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti
bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warga
negaranya tanpa pengecualian.
Saat ini banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan
keberfungsian sosial masyarakat, mulai dari pembuatan undang-undang, seperti
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial atau melalui
berbagai macam program pemberdayaan. Banyak program pemberdayaan yang telah
lahir di Indonesia, baik pemberdayaan yang dilakukan melalui agen pemberdayaan,
seperti seorang pekerja sosial atau pemberdayaan yang bersifat langsung kepada
masayarakat melalui pemberdayaan berbasis potensi wilayah. Program pemberdayaan
sendiri lahir dengan berbagai macam tujuan. Antara lain, pengentasan kemiskinan
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi,
sehingga mampu mendorong Indonesia kearah yang lebih baik. Untuk pemberdayaan
berbasis potensi wilayah, pemerintah melalui pemerintah daerah mengeluarkan salah
satu kebijakan pengelolaan hutan yang dinamakan hutan kemasyarakatan (HKm).
Hutan Kemasyarakataan (HKm) digulirkan sejak tahun 1995 melalui
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) 1995 Nomor 622 tahun 1995. Dalam
Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan,
disebutkan bahwa hutan kemasyarakatan merupakan program Departemen Kehutanan
yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan potensi masyarakat desa hutan
melalui pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekonomi,
fungsi sosial, dan fungsi ekologi dari sumber daya hutan.1
Hutan kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan
hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan di
mana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin
Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan untuk
jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.
1Raden Mohamad Mulyadin, Surati, Kuncoro Ariawan, Kajian Hutan Kemasyarakatan
Sebagai Sumber Pendapatan:Kasus Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, (2016), h. 14.
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Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kota Bima diberikan pada
kawasan hutan produksi seluas 1.050 hektar (Ha) pada dua wilayah kelurahan bagian
Utara Kota Bima. Yaitu, wilayah Kelurahan Kolo dan Kelurahan Jatibaru Kecamatan
Asakota dengan masing-masing luas wilayah 300 Ha dan 750 Ha. Jumlah masyarakat
pengelola hutan sebanyak 1.326 kepala keluarga (KK).2
Kampung Lela merupakan sebuah pemukiman di sekitar kawasan hutan yang
terletak di Kelurahan Jatibaru Barat, dimana sebagian besar masyarakat telah mampu
menuntaskan program wajib belajar dua belas tahun atau telah berhasil menempuh
pendidikan sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). Sebelum adanya izin
usahan pengelolaan hutan, sebagian besar masyarakat Kampung Lela berprofesi
sebagai tukang kayu atau pekerjaan lain yang besifat musiman, akan tetapi seiring
berjalannya waktu, baik masyarakat yang berprofesi sebagai tukang kayu atau pekerja
musiman lainnya mulai mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan
merasa pekerjaan tersebut sudah tidak mampu menutupi kebutuhan ekonomi
masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Melihat keadaan tersebut, dengan
melaui pertimbangan akhirnya banyak masyarakat Kampung Lela melakukan
pengelolaan hutan kemasyarakatan. Setelah diterbitkannya izin usaha pemanfaatan
yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakarat mulai melakukan pengelolaan hutan
dan tergabung dalam kelompok tani sesuai dengan batasan wilayah yang telah
ditentukan.
2Redaksi Bimakini, Pemkot Bima terbitkan IUP Hutan Kemasyarakatan.
https://bimakini.com/2012/06/pemkot-bima-terbitkan-iup-hutan kemasyarakatan/ (9 Juni 2019)
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Dalam sebuah pemberdayaan dibutuhkan kerja sama antara pemerintah
dengan masyarakat, pemerintah melalui program pemberdayaan harus mampu
memberi dukungan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan,
sementara itu masyarakat sebagai subjek pemberdayaan harus bersedia dan mampu
untuk berpartisipasi sebaik mungkin yang dapat dilakukan dengan cata partisipasi
aktif, sehingga program pemberdayaan tersebut dapat mencapai kesuksesan.
Melalui izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bagi Kota Bima,
masyarakarat tidak hanya diberikan kepastian akses untuk pengelolaan hutan namun
juga diharapkan dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat Kampung Lela untuk mendapatkan manfaat sumber daya
hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas. Selain itu pengeloaan
hutan kemasyarakataan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian
sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kampung Lela.
Melihat hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk
mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan di
Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari pokok
permasalahan. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada
pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kampung
Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima.
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2. Deskripsi Fokus
Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa
penelitian ini dibatasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan
kemasyarakatan di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima sebagai salah
satu upaya pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan
masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan, maka penulis memberikan deskripsi
fokus sebagai berikut:
a. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki
keadaan yang ada di dalam masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat
secara langsung dan diberikan dukungan oleh Pemerintah Daerah.
b. Pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh
masyarakat dalam memanfaatkan baik sumber daya yang ada di dalam hutan atau
pemanfaatan lahan hutan sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, serta
menjadikan masyarakat mandiri secara individu atau kelompok .
c. Kampung Lela merupakan sebuah Kampung yang terletak di Kelurahan Jatibaru
Barat Kota Bima yang dimana sebagian besar masyarakatnya diberikan
kepercayaan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan hutan
kemasyarakatan yang berada di jalan lintas Bima Wera. Masyarakat Kampung
Lela yang melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan memiliki kelompok
tani yang disebut dengan Kelompok Tani Mori Sama.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam
penulisan ini adalah “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima”,
yang kemudian terbagi dalam beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan masyarakat
Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima?
2. Bagaimana manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap
pemberdayaan masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima?
D. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu
Sebatas pengetahuan peneliti, pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat
melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat
Kota Bima, belum banyak dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya
pada jurusan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan pada penelusuran tentang tinjauan
pustaka yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti hanya menemukan skripsi yang
hampir sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu skripsi yang berjudul:
1.Kiki Ayudanti alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan
Lampung menulis dalam bentuk skripsi tahun 2017 membahas tentang “Analisis
Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Tingkat
Konsumsi Masyarkat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas
tentang analisis efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan
dan tingkat konsumsi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Bahwa dengan
adanya hutan kemasyarkatan mampu meningkatkan 100% pendapatan pengelola
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hutan kemasyarakatan, namun hanya mampu memenuhi tingkat konsumsi
masyarakat sekiar 61,04% dan 38,96% belum mampu terpenuhi. Dalam perspektif
ekonomi Islam yang diukur menggunakan indikator maqashidus syari’ah, kebutuhan
dharuriyyah (primer) dan hajiyyat (sekunder) masyarakat pengelola hutan
kemasyarakatan sudah dikatakan terpenuhi akan tetapi belum dapat terpenuhi
sepenuhnya.3
2. Rizki Sanjaya alumni Fakultas Pertanian menulis dalam bentuk skripsi Universitas
Lampung tahun 2016 membahas tentang “Evaluasi Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan (Hkm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera Di
Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”. Skripsi ini
membahas tentang evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada
gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan termasuk
dalam kategori baik, dengan kegiatan pengelolaan yang terdiri dari aspek
perencanaan termasuk kedalam kategori sedang, aspek organisasi termasuk
kedalam kategori sedang, aspek pelaksanaan termasuk dalam kategori baik dan
aspek monitoring termasuk dalam kategori sedang.4
3. Fauziah alumni Fakultas Kehutanan menulis dalam bentuk skripsi Universitas
Hasanuddin tahun 2017 membahas tentang “Modal Sosial Pada Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan Di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten
Jeneponto”. Skripsi ini membahas tentang jaringan sosial yang terjalin antara
3Kiki ayudanti utami, “Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan
Pendapatan dan Tingkat Konsumsi Masyarkat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi (Lampung:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2017)
4Rizki Sanjaya, “Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Gabungan
Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera Di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten
Lampung Barat”, Skripsi (Lampung: Fakultas Pertanian universitas Lampung, 2016)
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hubungan masyarakat desa, lembaga LSM, dan pemerintah terjalin dengan baik
guna mendukung peningkatan keberhasilan pembangunan hutan kemasyarakatan di
Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.5





































5Fauziah, “Modal Sosial Pada Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Gunung Silanu



























































































Dari beberapa penelitian di atas, pada hakikatnya pembahasan tentang
pengelolaan hutan kemasyarakatan sudah ada, pada skripsi pertama membahas bahwa
dengan adanya hutan kemasyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
namun tidak sepenuhnya. Pada skripsi kedua membahas tentang evaluasi
pengelolaan hutan kemasyarakatan secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik.
Skripsi ketiga membahas tentang, dengan adanya jaringam sosial yang baik antara
masyarakat, pemerintah, dan lembaga LSM dapat meningkatkan pembangunan hutan
kemasyarakatan. Sementara skripsi peneliti membahas bagaimana proses pengelolaan
dan pengaruh pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap pemberdayaan
masyarakat.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan
mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka
perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
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a. Untuk mengetahui proses pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan
masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima.
b. Untuk mengetahui manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap
pemberdayaan masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi atas kegunaan ilmiah dan
kegunaan praktis seperti berikut:
a. Kegunaan Ilmiah
1) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang berminat
mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan
kemasyarakatan bagi masyarakat Kota Bima, juga menambah wawasan tentang
proses pengelolaan hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kesejahteraan sosial dan
dapat menjadi sumbangan terutama bagi yang berminat dan mempunyai
perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan
kemasyarakatan di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima. Di
samping sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi, sesuai
dengan disiplin ilmu yang digeluti.
b. Kegunaan Praktis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi
masyarakat luar daerah Kota Bima untuk lebih mengetahui bagaimana
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pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan di
Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima.
2) Bagi masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima lebih
mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan
kemasyarakatan.
3) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana bagi







Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan merupakan sebuah
proses, cara, perbuatan memberdayakan.1
Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power)
kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered)
kepada pihak yan terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.2
Pengertian pemberdayaan (empowerement) tersebut menekankan pada aspek
pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan pada
individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungan sesuai
dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.
Selain itu pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi
pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam
kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di
berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.
Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya
tekanan atu dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbedaan karakter
dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. Namun setiap individu memiliki
1Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).
2Djohani, rianingsih, “partisipasi, pemberdayaan, demokrasi”, dalam Dr. Oos M. Anwar,
Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 48.
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hak dan kewajiban masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini
menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan.3
2. Fokus Pemberdayaan
Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas.
Pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses untuk meningkatkan
pengetahuan, motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya
saing untuk mencapai kemandirian. Keberdayaan individu berarti seseorang yang bisa
memimpin atau mengatur dirinya berperan aktif dalam pembangunan, memiliki
kemampuan dan daya saing sesuai dengan potensi dan keinginan yang dimilikinya.
Pemberdayaan yang bersifat komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan dari
suatu komunitas tertentu untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri.
Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil
(output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan
adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau
masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti
semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks
masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang
diperoleh oleh individu yang bersangkutan.
Meskipun pemeberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi,
tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemisikinan dan kesejahteraan
masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi
perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia,
3Dr. Oos M. Anwar, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 48-52.
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seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan
anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat
meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat
dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan
melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah kebiasaan dan perilaku
masyarakat ke arah yang lebih baik.
Pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekataan pemberdayaan
masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki
masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor
yang menyebabkan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan tersebut dapat dilakukan
melalui berbagai kegiatan yang dapat: mendorong kemampuan dan keterampilan
yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai macam
kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagi
modal sosial, serta mengubah mind set masyarakat untuk berdaya dan mandiri.4
3. Prinsip Pemberdayaan
Pemberdayaan ditujukan agar klien/sasaran mampu meningkatka kualitas
kehidupan untuk berdaya, memliki daya saing, dan mandiri. Mengacu pada hakekat
dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan
masyarakat sebagai berikut:
a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur
paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu
juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda.
4Dr. Oos M. Anwar, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51-52.
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Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan
menunjukan ciri dari pemberdayaan.
b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi
klien/sasaran. Hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam
dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan mneumbuhkan kesadaran kepada
sasaran akan potensi dan kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diberdayakan
untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan
dan potensi yang dimiliki sasaran.
c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan
pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam
menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
d. Pemberdayaan berarti menumbuhka kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan
lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal
seperti sifat gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan
kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuh kembangkan
melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara
logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang komplek.
f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana,
bertahap dan berkesinambungan.
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g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu
dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam
masyarakat.
h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan
ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan
keluarga dan pengentasan kemiskinan.
i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar,
belajar sepanjang hayat (life long learning education). Individu dan masyarakat
dibiasakan belajar dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut
bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik, dan
juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu
diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (learning by doing).
j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu
diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan
kondisi lapangan.
k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerahkan partisipasi aktif individu dan
masyarakat seluas-luasnya. Partsisipasi ini mulai dari tahap perencanaan,
pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati
hasil dari aktivitas pemberdayaan.
l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai
bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, mulai dari: mau
berinovasi, berani mengambil risiko terhadap perubahan, mencari dan
memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan
yang diperlukan dalam era globalisasi.
19
m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu
memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, dan fleksibel dalam
bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam
masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha,
LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan
sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.5
4. Strategi Pemberdayaan
Dalam pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan.
Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan,
penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai
berikut:
a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
berkembang secara optimal masyarakat. Pemberdayaan harus mampu
membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang
menghambat.
b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat
dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan
kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar
tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan tidak
5Dr. Oos M. Anwar, pemberdayaan masyarakat di era global, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 59-60.
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seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah
terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan
harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi
yang tidak mengunntungkan rakyat kecil.
d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus
mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi
yang semakin lemah dan terpinggirkan.
e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang
memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.6
5. Pemberdayaan Berbasis Potensi Wilayah
Pemberdayaan didasarkan pada potensi wilayah (alam,sosial, budaya) sekitar
masyarakat. Jika daerah memiliki potensi alam atau sumber daya alam yang baik
untuk dikembangkan, maka kegiatan pemberdayaan mengacu pada potensi tersebut.
Begitupula potensi lingkungan sosial dan budaya dapat dikembangkan dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan usaha memanfaatkan sumber
daya alam, sosial, dan budaya yang dimiliki menjadi awal yang baik untuk
mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan.
Pemberdayaan berbasis potensi alam juga harus mempertimbangkan aspek
kelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa
6Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, dalam Dr. Oos M. Anwar,
pemberdayaan masyarakat di era global, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 87-88.
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mempertimbangkan aspek lingkungan (alam, sosial, budaya) bukan merupakan
kegiatan pemberdayaan, tetapi hal tersebut merupaka bentuk kejahatan walaupun
mendapatkan keuntungan finansial. Lingkungan harus menjadi prioritas untuk lestari,
karena hakikat dari kegiatan pemberdayaan adalah menuju pada kemandirian
masyarakat.
Pengembangan alam atau sumber daya alam harus berbasis pada pengolahan
potensi sumber daya lokal dalam struktur industri. Kegiatan seperti eksploitasi
sumber daya alam yang dijual langsung dalam kondisi mentah ke pasar sulit untuk
dapat mendorong kemandirian masyarakat. Seharusnya sebelum dijual, potensi
sumber daya lokal tersebut dilakukan pengolahan menjadi barang setengah jadi atau
diupayakan menjadi barang jadi.
Mengubah kebiasaan dalam komunitas masyarakat untuk mengolah sumber
daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesungguhnya adalah sangat
menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh tersebut, di antaranya:
a. Komoditas barang jadi atau setengah jadi nilainya jauh lebih berharga dari pada
bahan mentah, sehingga akan meningkatkan pendapatan secara signifikan.
b. Mengurangi pengangguran karena lapangan kerja bertambah. Tahapan atau
proses produksi pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau
barang jadi memerlukan tenaga kerja.
c. Kemampuan dan keterampilan masyarakat akan meningkat seiring tuntutan
kemampuan dalam pengolahan sumber daya alam tersebut.
d. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan akan meningkat, seiring
dengan tuntutan perkembangan pasar.
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e. Kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan
meningkat seiring meningkatnya kemampuan, keterampilan, dan pendapatan
mereka.Pada akhirnya masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera.7
6. Tinjauan Peran Pemerintah dan Masyarakat
a. Peran
Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran merupakan pemain sandiwara,
tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki
oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.8
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu peranan.9
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu
kedudukan yang dimiliki seseorang sehingga dapat menjalankan sesuatu sesuai
dengan hak dan kewajiban.
b. Masyarakat
Dalam kamus besar bahasa Indonesia masyarakat merupakan sejumlah
manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka
anggap sama.10
7Dr. Oos M. Anwar, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.
131-135.
8Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016)
9Soerjono Soekanto, dalam Arie Oktara, “skripsi”, Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung Dalam Perencanaan Pembangunan Transportasi Perkotaan, (Lampung: Universitas
Lampung, 2011), h. 10.
10Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).
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Kewajiban warga negara tercemin dalam bentuk partisipasi, baik partisipasi
langsung dalam kegiatan maupun melalui organisasi/lembaga sosial. Partisipasi sosial
masyarakat yang dimaksud adalah yang terarah, terencana, terorganisasi, dan
melembaga atas dasar solidaritas, kegotongroyongan dan swadaya. Dalam
kesejahteraan sosial, secara umum peranan masyarakat adalah penyelenggaraan dan
melaksanakan usaha kesejahetraan sosial sesuai dengan kebijakan dan perundang-
undangan yang berlaku. Cakupan peranan masyarakat adalah:
1) Mewujudkan kondisi dinamis sebagai pedoman upaya pemerintah.
2) Menyelenggarakan pengelolaan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat
mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh
para pelaku dalam masyarakat.
3) Melaksanakan usaha kesejahteraan sosial terutama yang bersifat pemeliharaan.
4) Menjadi sumber informasi untuk penetuan kebijakan dan perumusan program.11
c. Peran Pemerintah
Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemerintah adalah sistem menjalankan
wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu
negara atau bagian-bagiannya, sekelompok orang yang secara bersama-sama
memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, penguasaan suatu
negara (bagian negara), badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti
kabinet merupakan suatu pemerintah), negara atau negeri (sebagai lawan partikelir
atau swasta), pengurus; pengelola.12
11Adi Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 80.
12Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).
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Secara umum peran pemerintah adalah mengatur, mengarahkan, membimbing,
membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bertolak dari
strategi pendekatan institusional, maka peran pemerintah dalam hal penyediaan
pelayanan sosial cenderung menitikberatkan pada pelayanan umum yang tidak dapat
dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini cakupannya adalah:
1) Menetukan garis kebijakan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan
usaha kesejahteraan sosial.
2) Menumbuhkan, mendorong, meningkatkan, mengembangkan kesadaran, dan
tanggung jawab masyarakat termasuk menciptakan iklim yang kondusif.
3) Mengawasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama bahwa pelayanan
sosial sampai pada sasarannya serta prosesnya berjalan secara benar dalam
penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
4) Menyediakan pola/bentuk/sistem pelayanan sosial yang mencakup kebijakan,
pengelolaan, dan perumusan program operasional.13
B. Tinjauan Tentang Masyarakat
1. Pengertian Masyarakat
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia
dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang meraka anggap
sama dan kemasyarakatan adalah perihal (mengenai) masyarakat.14
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata
latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari bahsa Arab syaraka
yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia
13Adi Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 80-81.
14Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016)
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yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Definisi lain,
masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem
adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas yang
sama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memillki keempat ciri yaitu:
a. Interaksi antar warga-warganya,
b. Adat istiadat,
c. Kontinuitas waktu,
d. Rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga.15
Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu
kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup,
oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang
terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah




Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan mempunyai empat
pengertian, yaitu:
a. Pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengelola.
b. Pengelolaan merupakan suatu proses melakukan kegiatan tertentu dengan
menggerakkan tenaga orang lain.
15Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 115-118.
16https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html/ (13 Juli 2019).
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c. Pengelolaan adalah suatu proses yang membantu merumuskan dan tujuan
organisasi.
d. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang memberikan pengawasan pada semua
hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.17
Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu.18
Untuk itu pengelolaan merupakan sebuah sistem atau cara yang dilakukan untuk
mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Dengan lahirnya istilah social forestry (Kehutanan Sosial) pada Kongres
Kehutanan Dunia VIII tahun 1978, maka pengelolaan kebun kayu yang semula
dianggap sebagai bentuk pengelolaan hutan modern telah berubah menjadi strategi
pengelolaan kehutanan konvensional (conventional forestry). Dalam strategi
pengelolaan hutan yang baru ini ada tiga perbedaan yang penting dibanding dengan
sistem konvensional (kebun kayu), yaitu:
a. Tujuan pengelolaan hutan tidak hanya untuk menghasilkan kayu pertukangan,
melainkan untuk memanfaatkan sumber daya kawasan hutan bagi semua jenis
hasil hutan yang dapat dihasilkan di tempat yang bervariasi menurut lokasi.
b. Orientasi pengelolaan hutan berubah dari kepentingan untuk memperoleh
keuntungan financial bagi perusahaan ke kepentingan dan kebutuhan masyarakat,
khususnya yang bertempat tinggal di dalam dan kawasan hutan.
17Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016)




c. Berbeda dengan pengelolaan kebun kayu yang berskala luas dengan konsep kelas
perusahaan untuk satu bagian hutan sebagai unit, dalam strategi kehutanan sosial
bentuk pengelolaan hutan beragam sesuai dengan sifat fisik wilayah mikro dan
pengaruh sosial (management regiems), untuk memaksimumkan produktivitas tiap
jengkal kawasan hutan. Satuan wilayah mikro yang diambil di sini adalah unit
kegiatan tahunan, khususnya pekerjaan tanaman19.
Keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam pengelolaan hutan diperlukan
untuk lebih menjamin tercapainya kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan pada
tingkat tertentu, khususnya dalam perumusan keseimbangan fungsi-fungsi ekologi,
ekonomi, dan sosial dari ekosistem hutan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, para
pihak dapat dilibatkan dalam penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, analisis
keadaan, serta pemecahan masalah dan pengembangan upaya-upaya perbaikan.
Tingkat keberhasilan partisipasi para pihak antara lain ditentukan oleh:
a. Cara pemilihan wakil para pihak yang dilibatkan dalam proses partisipatif.
Pengalaman membuktikan bahwa proses partisipatif yang lebih efektif akan
dihasilkan jika anggota yang dipilih dan diutus untuk mewakili lembaga atau
kelompoknya dalam proses diskusi adalah mereka yang selain memahami
permasalahan bersama dan keinginan para anggota, juga berkomitmen untuk
senantiasa mengedepankan kepentingan bersama.
b. Bentuk interaksi antar anggota dalam kelompok pertemuan yang bersifat
terstruktur yang memungkinkan terjadinya interaksi diantara seluruh anggota
kelompok terbukti lebih produktif dari pada pertemuan yang hanya bersifat
19Supratman, Syamsu Alam, Manajemen Hutan (Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan
Kehutanan Fakultas Kehutanan - Universitas Hasanuddin, 2009), h. 14.
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mengundang kontribusi pendapat peserta atau hanya sekedar memberikan
feedback. 20
D. Tinjauan Hutan Kemasyarakatan
1. Pengertian Hutan
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutan memiliki pengertian sebagai
berikut:
a. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara
orang).
b. Hutan merupakan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas (biasanya di
wilayah pegunungan).
c. Hutan adalah sesuatu yang tidak dipelihara orang; yang liar (tentang binatang dan
sebagainya): ayam; anjing.21
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 tentang
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menyebutkan bahwa hutan adalah
suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati
yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat
dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.22
20Rahajeng Kusumaningtyas, Ivan Chofyan, Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih
Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang, ( Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 13, no.2),
h. 3.
21Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , Kamus Besar Bahasa




2. Pengertian Hutan Kemasyarakatan
Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan
melibatkan masyarakat, di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Banyak
pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan
hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian
alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak
hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi.23
Hutan kemasyarakatan merupakan suatu kegiatan penanaman pohon,
pemanen dan pengolahan, di mana sistem penanamannya dengan salah satu atau
dikombinasikan dengan tanaman perdagangan, tanaman pangan, tanaman pakan,
melibatkan penduduk secara individu atau komunal untuk tujuan pemenuhan
kebutuhan subsistem, komersial masyarakat dan untuk kebutuhan lingkungan.24
3. Konsep Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
Konsep pemikiran kehutanan masyarakat berkembang setelah kebijakan
industrialisasi kehutanan yang bersifat ekonomi-sentrik gagal. Hal ini ditandai dengan
tingginya laju degradasi hutan dan kemiskinan masyarakat di dalam dan di sekitar
hutan. Kegagalan kebijakan industrialisasi kehutanan mendorong terjadinya
pergeseran paradigma pembangunan kehutanan, yaitu: dari state based forest
management (pengelolaan hutan berbasis Negara) ke community based forest
management (pengelolaan hutan berbasis masyarakat), dari timber oriented
23Agus budi prasetyo, hutan kemasyarakatan, Bp2sdmk-dephut.com, 07 januari 2014.
http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/seluruh-artikel/14-hutan-kemasyarakatan-HkM.html
(29 Juni 2019).
24 Kesy Elisabeth, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan Hutan Kemasyarakatan
Untuk Menciptakan Kesejahteraan, (Studi Kasus Kelompok Hkm Karya Bersama Di Kampung Marga
Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah), h. 17.1.
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(berorientasi kayu) ke forest ecosystem management (pengelolan ekosistem hutan),
dari big scale business (bisnis skala besar) ke small owner scale business (pemilik
bisnis skala kecil), dari eksploitasi ke rehabilitasi dan konservasi, dari pendekatan
sektoral ke pendekatan regional (sistem), dan dari sistem pengelolaan yang seragam
ke sistem pengelolaan spesifik berdasarkan potensi lokal.25
Untuk menghindari terjadinya kerancuan definisi, maka perlu adanya suatu
rumusan dasar yang menjadi penciri dari konsep kehutanan masyarakat yaitu:
a. Masyarakat lokal mampu mengambil peran utama dalam pengelolaan hutan,
dengan cara-cara yang cocok dan sesuai dengan tujuan serta nilai-nilai lokal.
b. Masyarakat lokal mempunyai hak-hak yang sah dalam mengelola sumberdaya
hutan.
c. Pengelolaan hutan mengkaitkan secara simultan tujuan-tujuan lingkungan,
ekonomi, dan sosial.
d. Kemitraan dan pengembilan keputusan oleh masyarakat lokal merupakan ciri
minimum dari kehutanan masyarakat.26
Implementasi konsep kehutanan masyarakat di lapangan dijumpai dalam
beberapa istilah yang merupakan varian dari konsep dasar kehutanan masyarakat,
antara lain :
a. Collaborative Forest Management, adalah: pengelolaan kawasan hutan tertentu
dengan pola kemitraan yang melibatkan berbagai stakeholders (pemerintah,
25Supratman, Syamsu Alam, Manajemen Hutan (Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan
Kehutanan Fakultas Kehutanan - Universitas Hasanuddin, 2009), h. 18.
26Suhardjito, dkk, “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat”, Dalam Supratman,Syamsu
Alam, Manajemen Hutan (Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan Fakultas
Kehutanan - Universitas Hasanuddin, 2009), h. 21-22.
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pengusaha, dan masyarakat lokal). Para stakeholders mengembangkan
kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan peran, tanggung jawab, dan dan hak-
haknya dalam mengelola sumber daya hutan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut
paling tidak meliputi, (1) kejelasan kawasan hutan dan tata batasnya, (2) lingkup
pemanfaatan dan pemanenan hutan, (3) penetapan dan pengakuan atas peran,
tanggung jawab, dan hak masing-masing stakeholders, (4) prosedur pengambilan
keputusan dan menyelesaikan konflik, (5) membuat rencana pengelolaan yang
detail dan utuh.
b. Co-management, sama dengan Collaborative Forest Management, hanya berbeda
dalam model partisipasinya, dimana dalam Co-management bentuk partisipasinya
sampai pada proses-proses politik dan proses pengambilan keputusan.
c. Joint Forest Management (JFM), adalah: kerangka manajemen hutan yang
mendorong kemitraan antara Departemen Kehutanan dengan kelembagaan lokal
dan anggota masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan untuk
mengembangkan pola yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab
terhadap sumberdaya hutan yang dikelola.
Adapun 20 langkah pergeseran yang diperlukan untuk menerapkan konsep
kehutanan masyarakat adalah sebagai berikut:
Dari Menuju




Pembuatan keputusan unilateral Partisipatif
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Orientasi penerimaan Orientasi sumber daya
Keuntungan nasioal Orientasi keadilan lokal
Diarahkan oleh rencana Proses belajar/evolusi
Sentralisasi Desentralisasi




Orientasi target Orientasi proses
B. Institusional dan Administratif
Anggaran kaku untuk rencana kerja besar Anggaran fleksibel
Aturan-aturan untuk menghukum Penyelesaian konflik
C.Metode Manajemen
Kaku Fleksibel
Tujuan Tunggal Tujuan Ganda
Keseragaman Keanekaragaman
Produk tunggal Produk beragam
Silvikultur tunggal Silvikultur spesifik local
Tanaman Regenerasi alam
Tenaga kerja/buruh/ pengumpul Manajer/pelaksana/pemroses/
pemasar27
27Suhardjito, dkk, “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat”, Dalam Supratman,Syamsu
Alam, Manajemen Hutan (Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan Fakultas
Kehutanan - Universitas Hasanuddin, 2009), h. 20-21.
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4. Manfaat Hutan Kemasyarakatan
Kebijakan hutan kemasyarakatan selain bertujuan untuk pemberdayaan
masyarakat juga untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan membuka akses dan
ruang kawasan hutan bagi masyarakat.
Keberadaan hutan kemasyarakatan dapat memberikan beberapa manfaat,
baik bagi masyarakat, pemerintah, dan fungsi hutan itu sendiri, yaitu:
a. Manfaat hutan kemasyarakatan bagi masyarakat :
1) Memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan,
2) Menjadi sumber mata pencarian,
3) Ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian
terjaga, dan
4) Hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
b. Manfaat hutan kemasyarakatan bagi pemerintah :
1) Sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan
secara swadaya dan swadana, dan
2) Kegiatan hutan kemasyarakatan berdampak kepada pengamanan hutan.
c. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat, hutan kemasyarakat dapat:
Mendorong terbentuknya keanekaragaman tanaman, terjaganya fungsi
ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan
yang diterapkan, dan menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada
sebelumnya. Selain itu, hutan kemasyarakatan diharapkan mampu mengubah
paradigma pengelolaan hutan yang sentralistik, yang telah menimbulkan deforestasi,
marginalisasi hak-hak masyarakat, keterpinggiran budaya dan kemiskinan.
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Melalui hutan kemasyarakatan diharapkan perencanaan dan penetapan
kawasan hutan dapat dilakukan dari bawah, yaitu berdasarkan fakta lapangan yang
memperhatikan keberadaan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan
hutan. Keberadaan hutan kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-
konflik kehutanan dengan memberikan akses dan hak mengelola terkait klaim
masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan. Dalam konteks tersebut, hutan
kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi
dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang membutuhkan
pengakuan dan kepastian.28
E. Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam Al-Qur’an sendiri Allah berfirman agar manusia dapat megelola dan
memanfaatkan apa yang ada di Bumi namun harus mampu menjaga dan melestarikan
apa yang ada di Bumi itu sendiri dan tidak berlebihan dalam melakukan pemanfaatan
sumber daya alam sehingga dapat merusak ekosistem sumber daya alam tersebut,
sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an di bawah ini.
Al-Qur’an surat Abasa ayat 24-32
َش ُت ﴾٢٥﴿ ـبا َف اء ْيمف ا َفا ـي ـف َف َشا ُ ﴾٢٤﴿ ِق امق ّف طف فى ِْق انت َف َ ق اإي رق
ُت َيَْف ِف
﴾٢٨﴿ ـبا ْي ِف وف با َـف عق وف ﴾٢٧﴿ ـبا حف ِقَْفا ْيَفا ـف َف ِْف ﴾٢٦﴿ با
ًـ َف ضف فري اأي ًيَفا ًف َف
َي ْت ش ْ ا ْفاعب مش ﴾٣١﴿ ـبا ُّف وف َقَفةب ِفا وف ﴾٣٠﴿ َيـبا ُت ّف اِق ِف حف وف ﴾٢٩﴿ اب ْي َف وف َبا ْْت َي زف وف
٣٢﴿ َي ْت امق ّف َي ف
أق ﴾وف
28Agus Budi Prasetyo, Hutan Kemasyarakatan, Bp2sdmk-dephut.com/ (29 Juni 2019).
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Terjemahnya:
“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya
Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah
bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
anggur dan sayur-sayuran,zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan
buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk
binatang-binatang ternakmu”. 29
Dalam ayat di atas tergambar bahwa tumbuhan dan pepohonan dimanfaatkan
untuk sumber makanan nabati untuk manusia, jika untuk kesenanganmu dan
binatang ternakmu dimaknai dengan arti yang sempit adalah memakan secara
langsung, seperti manusia memakan buah mangga, anggur, dan sapi memakan
rumput untuk bertahan hidup. Jika diartikan dalam makna yang luas dan tidak
langsung ayat terakhir dapat diartikan dengan memanfaatkan tumbuhan dan
pepohonan untuk kepentingan selain dari memakan secara langsung, tapi mengolah
menjadi hal lain yang menghasilkan uang. Artinya tumbuhan dan pepohan bisa diolah
menjadi benda lain seperti kertas, kursi dan benda-benda kebetuhan sekunder
manusia.30
Selain Al-Qur’an surat Abasa ayat 24-32 terdapat juga ayat lain di dalam Al-
Qur’an yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka
bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia demi mencapai kesejahteraan, manusia dapat
memanfaatkan yang ada dengan sebaik mungkin tanpa harus merusak ekosistem dari
alam itu sendiri, manusia harus mampu menjaga dan merawat apa yang telah ada
29Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia
Arkanleema), h. 585.
30Erikh Muhartonos, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
https://www.academia.edu/9703778/Pemanfaatan_Sumber_Daya_alam_Perspektif_al-
Quran?auto=download (30 September 2019).
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dengan tidak menggunakan segala sesuatunya secara berlebihan, hal ini diungkapkan
di dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 29.
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 29
ءق اا مف َش اْ فى اْق ى و ْٰ ْف ْي ا َش ُت ا ّب ْي مق َف ضق فري ااي
ِقى ا مش َي ْت ْف ّف َف َف ْي ِق اْش ْف هت
﴾٢٩﴿ َء ْي َق عف ء ْي َف َل ْت ّق ْف هت وف تء ْٰ ٰم ْف َف ـي ْف ُش َُت ْـٰ َف ِف
Terjemahnya:
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan
Dia maha mengetahui segala sesuatu”.31
Allah yang menciptakan manusia, juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas
kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu Allah menciptakan Bumi dan langit
beserta isinya lalu menyerahkannya kepada manusia. Karena manusia adalah
makhluk termulia di antara seluruh makhluk lain yang Allah ciptakan dan segala
sesuatu, baik benda-benda mati, tumbuhan, hewan, tanah dan langit, semua
diciptakan demi kepentingan manusia. 32
Manusia adalah makhluk yang terpilih untuk melakukan pengelolaan terhadap
sumber daya yang telah Allah ciptakan di muka Bumi, walau demikian manusia tidak
dibenarkan untuk berbuat hal yang dapat merusak ekosistem dari alam itu sendiri.
Manusia dapat memanfaatkan apa yang ada di alam namun harus tetap ingat untuk
melakukan pelestarian. Upaya konservasi sumber daya alam, merupakan salah satu
usaha yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat
menyebabkan putusnya rantai makanan dan merusak siklus hidrologi. Salah satu
31Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia
Arkanleema), h.5.
32Hajij.com, Tafsir Al-Qur’an Surat, AL-Baqarah Ayat 29-30. http://hajij.com/id/the-noble-
quran/itesm/202-tafsir-al-quran-surat-al-baqarah-ayat-29-30 (30 September 2019).
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upaya konservasi yang dapat dilakukan adalah reboisasi atau penanaman kembali




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan ini termasuk pada
penelitian lapangan (field research)1. Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang
bersumber data utama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas
sosial) secara langsung di daerah penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah
kualitatif deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan
memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat aktual, penggambaran fakta
sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang.2
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Sesuai dengan judul maka lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Lela
Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima pada kawasan hutan kemasyarakatan yang
dikelola oleh masyarakat setempat. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian
didasarkan pada kesempatan, waktu, biaya, alat, dan tenaga yang dimiliki oleh
peneliti.
Waktu penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 Januari sampai
dengan tanggal 21 Februari 2020.
1Yayan Sopyan, Metode Penelitian, (Jakarta :2009), h. 28.




Pendekatan penelitian adalah penjelasan perspektif yang digunakan
peneliti dalammembahas objek penelitian. Adapun perspektif yang relevansi dengan
penelitian yang bersangkutan adalah pendekatan sosiologi.3
1. Pendekatan Sosiologi
Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap masyarakat dan
aktifitasnya, hal ini menuntut peneliti harus mampu memahami apa yang terjadi
dalam masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat
penelitian, untuk itu peneliti merasa perlu menggunakan pendekatan ini. Pendekatan
sosiologi sangat dibutuhkan dalam membaca interaksi sosial dalam masyarakat,
gejala dan struktur sosial dalam masyarakat.
C. Sumber Data
Sumber data dalam skripsi merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan
penelitian di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber
data yaitu:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer diambil berdasarkan interaksi langsung di lapangan
bersama informan baik berupa wawancara maupun observasi langsung di masyarakat.
Adapun sumber data primer adalah informan dalam wawancara, yakni Bapak Lurah
Jatibaru Barat, Ketua kelompok tani Mori Sama, ditambah dengan wawancara kepada
tujuh orang masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang
3Muljono Damopolii, Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis,
Disertasi dan Laporan Penelitian, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Cet. I; Makassar:
Alauddin Press, 2013), h.16.
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tergabung dalam kelompok tani Mori Sama di Kampung Lela Kelurahan Jatibaru
Barat Kota Bima.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku,
hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak dan dokumen-dokumen lainnya
yang berkaitan dengan penelitian ini dan sifatnya melengkapi data primer.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mengumpulkan data. Untuk itu
pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara:
1. Observasi
Peneliti melakukan observasi di hutan kemasyarakat yang terletak di bagian
Utara Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima dan di kawasan pemukiman warga
Kampung Lela yang berada di sekitar kawasan hutan kemasyarakatan, Observasi
dilakukan peneliti setiap hari selama jangka waktu penelitian berlangsung, yaitu dari
tanggal 21 Januari sampai dengan 21 Februari 2020.
Metode observasi yang digunakan peneliti adalah observasi sistematik, artinya
peneliti telah melakukan perencanaan dan persiapan terlebih dahulu yang terdiri
dari tujuan observasi, lokasi, waktu, subjek yang akan diteliti, serta pernyataan yang
memuat rumusan masalah kegiatan yang akan diteliti.
Pada observasi di hutan kemasyarakatan, peneliti melakukan kunjungan
langsung ke lahan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat kampung
Lela Kelurahan Jatibaru Barat yang berada di Jalan Lintas Bima Wera, hal ini
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bertujuan memastikan kebenaran lokasi dan bagaimana kondisi hutan
kemasyarakatan. Pada hari pertama, peneliti melakuakan pengamatan terhadap
bagaimana cara masyarakat mendapatkan akses menuju lahan hutan kemasyarakatan.
Masyarakat yang tidak bermalam dan tidak memiliki kendaraan biasanya pada pukul
enam pagi sudah bersiap-siap untuk menunggu mobil bak terbuka (pick up) yang
akan digunakan sebagai akses menuju hutan kemasyarakatan, pemilik mobil bak
terbuka adalah masyarakat Kampung Lela itu sendiri. Dalam satu kali perjalanan
masyarakat akan membayar Rp. 5.000,00 per orang, selain itu masyarakat yang
membawa air dengan jirigen akan dikenakan tarif Rp. 1.000,00 per satu jirigen. Hal
yang sama juga berlaku apabila masyarakat yang berada di lahan hutan
kemasyarakatan ingin kembali ke rumah maka masyarakat harus menunggu mobil
bak terbuka dan membayar dengan jumlah yang sama.
Sebelum proses observasi dimulai, peneliti terlebih dahulu meminta
persetujuan dari masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan, hal ini bertujuan agar
tidak terjadinya salah paham antara peneliti dengan pengelola lahan hutan
kemasyarakatan serta akan mempermudah saat dilakukannya proses wawancara
terhadap informan.
Pada hari kedua sampai dengan batas akhir waktu penelitian, observasi
dilakukan dengan cara peneliti mengunjungi lahan hutan kemasyarakatan, kegiatan
pengamatan dilakukan mulai pada pukul 10 pagi dan berlangsung selama 30 menit di
setiap lahan pengelola, peneliti secara bergantian mengunjungi pengelola setiap hari.
Melalui observasi Peneliti dapat melihat gambaran secara langsung bagaimana
pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Lela dan belajar beberapa hal
mengenai kegiatan pertanian yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti.
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Observasi yang dilakukan peneliti di kawasan pemukiman masyarakat
Kampung Lela juga berlangsung selama proses penelitian, dalam observasi ini
peneliti melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat Kampung Lela, khususnya
masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan, selain itu peneliti melakukan interaksi
bersama masyarakat sekitar.
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu.4 Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunaskan adalah wawancara
secara mendalam (depth interview), yaitu dengan tatap muka secara intens,
memperoleh keterangan dan informasi dengan tanya jawab dengan atau tanpa
pedoman wawancara.
Selama penelitian, proses wawancara dilakukan sebanyak empat kali dengan
waktu dan tanggal yang berbeda. Dalam penelitian ini jumlah informan yang
diwawancarai berjumlah sembilan orang yang berasal dari Lurah Jatibaru Barat, ketua
Kelompok Tani Mori Sama, serta tujuh orang masyarakat Kampung Lela yang
melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berada di Jalan Lintas Wera
Bima.
Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada
masing-masing informan dan penandatanganan keterangan wawancara sehingga
wawancara dapat berlangsung baik tanpa adanya paksaan.
4Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 319.
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Wawancara pertama dilakukan Bersama Lurah Jatibaru Barat, bapak A.
Salam pada tanggal 24 januari 2020. Wawancara dilakukan di Kantor Kelurahan
Jatibaru Barat dengan lama waktu wawancara selama 15 menit. Selanjutnya,
wawancara kedua dilakukan peneliti bersama Ketua Kelompok Tani Mori Sama,
bapak Syamsuddin yang berlangsung pada tanggal 13 Februari 2020 yang bertempat
di lahan hutan kemasyarakatan yang dikelola sendiri oleh bapak Syamsuddin.
Untuk proses wawancara bersama masyarakat pengelola hutan
kemasyarakatan sendiri dilakukan dalam dua waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal
08 Februari 2020 dan 20 Februari 2020. Pada tanggal 08 Februari 2020, peneliti
melakukan wawancara bersama dua orang masyarakat pengelola hutan
kemasyarakatan, yaitu ibu Sa’idah dan bapak Ramlin. Untuk tanggal 20 Februari
2020, peneliti melakukan wawancara kepada lima orang masyarakat pengeloa hutan
kemasyarakatan lainnya, yaitu bapak Junaidin Anwar, bapak A. Karim Ismail, ibu
Hawasah, ibu Misbah, dan ibu Wahidah. Wawancara dilakukan di lahan hutan
kemasyarakatan yang dikelola masing-masing oleh masyarakat Kampung Lela
pengelola hutan kemasyarakatan.
Wawancara bersama informan dilakukan baik berdasarkan pedoman
wawancara maupun tidak menggunakan pedoman wawancara. Melalui proses
wawancara, peneliti berhasil mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam proses
penyusunan skripsi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen yang
nantinya dapat digunakan peneliti untuk melengkapi data observasi dan wawancara.
Dengan adanya dokumentasi akan dapat mendukung fakta yang terjadi di lapangan baik
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dengan melakukan pencatatan hasil wawancara, dokumentasi dapat bersifat foto atau
rekaman saat wawancara berlangsung.
Dokumentasi akan dilakukan saat peneliti melakukan wawancara terhadap
informan, dokumentasi berupa gambar akan digunakan peneliti sebagai lampiran untuk
keperluan akademis di perguruan tinggi tempat peneliti menuntut ilmu. Rekaman baik
berupa video atau rekaman suara akan digunakan peneliti sebagai alat penarikan
kesimpulan untuk melengkapi data hasil wawancara.
E. Instrument Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh
peneliti dalam kegiatan meneliti, yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut
menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara, kamera
(camera), telepon genggam (Handphone), dan alat tulis.
1. Pedoman Wawancara
Pembuatan pedoman wawancara bertujuan untuk mempermudah peneliti
ketika melakukan wawancara, dengan pembuatan pedoman wawancara penelitian,
pertanyaan akan lebih terstruktur dan bersifat sistematis, sehingga mempermudah
dalam pengumpulan data dan efisiensi waktu penelitian.
Dalam pembuatan pedoman wawancara penulis akan menggunakan unsur
5W+1H atau yang juga di kenal dengan istilah “adiksimba” dalam bahasa Indonesia.
5W+1H sendiri terdiri dari:
a. What (apa).







Kamera berfungsi sebagai alat perekam atau pengambilan gambar yang
nantinya akan digunakan sebagai bahan dokumentasi guna mendukung keabsahan
penelitian.
3. Telepon Genggam (Handphone)
Selain menggunakan kamera, peneliti akan menggunakan telepon genggam
sebagai alat pengambilan dokumentasi. Aplikasi perekam suara (voice recorder) pada
telepon genggam dapat digunakan sebagai alat perekam suara saat berlangsungnya
wawancara dan hasil rekaman dapat digunakan peneliti jika dirasa melewatkan
jawaban atau kurang yakin terhadap catatan hasil wawancara yang peneliti tuliskan.
4. Alat Tulis
Alat tulis merupakan hal dasar yang dibutuhkan seorang peneliti saat
melakukan penelitian. Alat tulis digunakan untuk melakukan pencatatan, baik
pencatatan berupa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti atau pencatatan hasil
wawancara. Alat tulis yang digunakan berupa buku dan pulpen/pensil.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Tujuan analisis data adalah untuk mencari data secara sistematis dari hasil
rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen yang telah dilakukan.5
5Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, (Ponorogo: Wade Group,
2017), h.111.
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Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan
suatu proses penggambaran keadaan sasaran yang sebenarnya yang terjadi pada
masyarakat. Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data ( Data Reduction)
Maksud dari reduksi data di sini adalah peneliti memilah dan memilih, serta
memfokuskan pada data yang dianggap penting. Fakta di lapangan disusun secara
sederhana agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh
permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu
dikelompokkan sehingga dapat diberikan batasan masalah. Kemudian dari penyajian
data tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang subtantif dan
mana data pendukung.
3. Teknik Analisis Perbandingan (comparative)
Teknik analisis perbandingan digunakan dalam mengkaji data yang telah
diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan satu
data dengan data lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi, membentuk kesimpulan awal sangat penting pada sebuah
peneltian karena dapat membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian, setiap
kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara yang dapat berubah
apabila ditemukan bukti pendukung baru selama berjalannya proses penelitian di
lapangan. Kesimpulan–kesimpulan dikumpulkan untuk diverifikasi selama penelitian
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berlangsung sehingga dapat ditinjau dan membentuk penegasan kesimpulan di akhir
penelitian.
G. Pengujian Keabsahan Data
Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang
dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji
data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi
uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.6
Melalui pengujian keabsahan data, dapat mempermudah seorang peneliti
untuk mempertanggungjawabkan penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti,
adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan berarti seorang peneliti akan kembali turun ke
lapangan untuk melakukan wawancara dan pengamatan baik terhadap sumber data
yang pernah ditemui maupun terhadap sumber data baru, selain untuk menumbuhkan
keakraban anatara peneliti dan narasumber, hal ini juga bertujuan untuk mengecek
kebenaran data yang diberikan oleh narasumber selama ini.
2. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian
Meningkatkan kecermatan dalam penelitian adalah sebuah cara sehingga
kepastian data dan urutan peristiwa dapat disusun secara sistematis dan mengetahui
apakah data yang disajikan sudah sesuai atau belum.
6Sugiyono, Dalam setyowati, “Tesis” Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu
Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)(Studi Situs Di Smp Negeri 1 Wonogiri),
(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).
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3. Triangulasi
Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian
kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,
triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.7
Triangulasi juga dapat diartikan sebagai pengumpulan data dari berbagai
sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama sehingga
peneliti dapat mengakumulasi informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan
peneliti dan memisahkan dengan informasi yang tidak dibutuhkan dalam penelitian.
4. Analisis Kasus Negatif
Analisis kasus negatif adalah, peneliti mencari data atau sumber yang berbeda,
bahkan berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Apabila
peneliti tidak menemukan perbedaan data maka penelitian tersebut dapat dipercaya,
namun apabila masih ada data yang berbeda atau berlawanan, hal ini dapat
memungkinkan seorang peneliti untuk mengubah hasil temuannya.
5. Menggunakan Bahan Referensi
Referensi adalah segala sesuatu yang mendukung keabsahan atau kebenaran
dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam laporan sebuah penelitian,
seorang peneliti sebaiknya menampilkan data-data yang dilengkapi dengan
gambar/foto, video, atau dokumen auntetik lainnya guna mendukung kebenaran
penelitian.
7Sugiyono, Dalam setyowati, “Tesis” Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu
Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)(Studi Situs Di Smp Negeri 1 Wonogiri),
(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).
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6. MengadakanMembercheck
Membercheck merupakan proses yang dilakukan seorang peneliti terhadap
kebenaran data yang diberikan oleh informan. Tujuan dari Membercheck adalah
untuk mengetahui apakah infromasi yang diperoleh dan digunakan oleh peneliti
dalam penyusunan skripsi sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dan diinginkan
oleh informan. Apabila iforman menyetujui maka data tersebut valid, namun apabila
informan merasa tidak setuju, maka peneliti dapat berdiskusi kembali dengan





A. Tinjauan Hutan Kemasyarakatan
Hutan kemasyarakatan bukan merupakan sebuah hal yang baru ada di
Indonesia, kebijakan mengenai hutan kemasyarakatan telah ada sejak tahun 1995 hal
ini dapat dilihat dari keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Nomor
622/KPTS-II/1995 tahun 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang
selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terbaru adalah Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tahun 2014 tentang Hutan
Kemasyarakatan.
Hutan kemasyarakatan menjadi salah satu kebijakan pemberdayaan berbasis
potensi wilayah yang dikeluarkan oleh pemerintah diperuntunkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya hutan kemasyarakatan juga
mengakhiri sentralisasi pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat menjadi
desentralisasi. Untuk Kota Bima hutan kemasyarakatan mulai dilegalisasi pada tahun
2012 melalui IUP (Izin Usaha Pemanfaatan) dan ditandatangani langsung oleh H.M.
Qurais, Wali Kota yang saat itu menjabat. IUP sendiri adalah izin usaha yang
diberikan Pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap
hutan lindung dan hutan produksi, walau legalisasi dilakukan pada tahun 2012 hutan
kemasyarakatan pernah dibuka dan dilakukan pengelolaan oleh masyarakat setempat
pada tahun 2000 sebelum akhirnya ditutup pada tahun 2009 karena tidak adanya izin
usaha. Untuk wilayah Kota Bima luas lahan yang diberikan izin pengelolaan
sebanyak 1.050 hektar (Ha) dengan pembagian dua wilayah, yaitu Kelurahan Kolo
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dan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota dan dikelola oleh sebanyak 1.326 KK di
dua Kelurahan tersebut, masa pengelolan hutan kemasyarakatan adalah tiga puluh
lima tahun dengan evaluasi yang akan dilakukan setiap lima tahun.
Kelurahan Jatibaru Barat memiliki hutan lindung seluas 700 hektar (Ha)
dengan 450 hektar (Ha) lahan dalam kondisi baik dan 250 hektar (Ha) dalam kondisi
rusak. Hutan lindung inilah yang dijadikan sebagai lahan hutan kemasyarakan yang
diserahkan kepada masyarakat untuk di kelola sebagai upaya pemberdayaan yang
dilakukan pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Jaribaru khususnya Kampung
Lela.
Hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat Kampung Lela
Kelurahan Jatibaru Barat berada di jalan Lintas Bima Wera atau sebelah Utara dari
Kelurahan Jatibaru Barat dengan jarak tempuh kurang lebih lima belas menit. Hutan
kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat Kampung Lela biasa disebut dengan
Doro PKI (Gunung PKI) atau Ncai Kapenta (Jalan Kapenta), dari penuturan
masyarakat setempat dinamakan Doro PKI karena daerah tersebut dulunya
merupakan tempat rajapati bagi pengikut Partai Komunis Indonesia. Untuk luas
wilayah pengelolaan antara yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, yaitu
sekitar 500 M² setiap pengelola.
Walau pengelolaan dilakukan secara individu, akan tetapi masyarakat
pengelola hutan kemasyarakatan tergabung dalam kelompok tani, untuk yang
melakukan pengelolaan di Doro PKI mereka tergabung dalam Kelompok Tani Mori
Sama (Hidup Bersama), saat ini Kelompok Tani Mori Sama memiliki jumlah anggota
sebanyak 70 orang yang diketuai oleh bapak Syamsuddin dan seluruh anggota
merupakan masyarakat Kampung Lela. Setiap tahun setelah masa panen Kelompok
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Tani Mori Sama akan melakukan pertemuan, selain untuk menjaga tali silaturahmi
pada pertemuan tersebut biasanya anggota kelompok akan berdiskusi dan bertukar
informasi mengenai pertanian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan
hutan kemasyarakatan. Untuk pemerintah sendiri sampai tahun 2020 masih
memberikan bantuan berupa bibit tanaman jagung, pemberian bantuan ini dilakukan
dengan cara para anggota kelompok tani mengumpulkan foto copy KTP kepada
Ketua Kelompok sebelum masa cocok tanam dimulai, selanjutnya Ketua Kelompok
akan mengumpulkan data tersebut kepada Departemen Kehutanan Kota Bima hingga
akhirnya masyarakat akan mendapat bantuan bibit tanaman jagung sebanyak 10 kg
untuk setiap pengelola hutan kemasyarakatan yang dapat diambil melalui Ketua
Kelompok masing-masing.
Melaui observasi yang dilakukan di lahan hutan kemasyarakatan, terlihat
bahwa selain memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman utama, masyarakat juga
menanam berbagai macam sayuran dan bumbu dapur, antara lain:
Sayur Bumbu Dapur
Kacang panjang Cabai rawit
Kemangi Kunyit
Daun kelor Sereh





Penanaman sayur dan bumbu dapur tidak dilakukan dalam jumlah yang
banyak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan kedua jenis
tanaman tersebut ditanam untuk konsumsi pribadi, sering kali juga terlihat bahwa
masyarakat pengelola lahan hutan kemasyarakatan akan membawa sayur-sayuran ke
kampung untuk dibagikan kepada tetangga mereka jika hasil panen berjumlah banyak.
Hutan kemasyarakatan yang berada di jalan Lintas Bima Wera memiliki jenis
tanah yang kering dan keras, intensitas hujan menjadi salah satu hal yang sangat
berpengaruh dalam menjaga kualitas tanaman dan dapat menjadi penentu berhasil
atau tidaknya panen masyarakat di tahun tersebut. Tidak seperti di Sawah yang
memiliki saluran irigasi, air hujan merupakan satu-satunya sumber perairan dalam
penanaman yang dilakukan di hutan kemasyarakatan, hal ini dikarenakan sumber
mata air sangat jauh dari lahan pertanian dan dengan keadaan kontur tanah yang tidak
sepenuhnya rata akan sulit bagi masyarakat jika penyiraman tanaman dilakukan
secara manual.
Hasil observasi menunjukan bahwa selain isu ekonomi pada pengelolaan
hutan kemasyarakatan juga dapat kita jumpai isu lain, seperti kesetaraan gender. Pada
setiap proses dapat kita lihat bagaimana wanita ikut andil dalam proses pengelolaan
hutan kemasyarakatan.
Umumnya proses pembersihan lahan adalah tugas seorang laki-laki, karena
laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan. Hal tersebut tidak salah, akan tetapi
dalam proses pengelolaan hutan kemasyarakatan, perempuan juga mengambil alih
peran untuk membersihkan lahan dan pemberian pupuk pada tanaman, biasanya
proses pembersihan lahan dan pemberian pupuk dilakukan oleh anggota keluarga
yang di dalamnya termasuk anak perempuan atau jika masyarakat pengelola tersebut
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memiliki dana yang lebih maka mereka akan membayar orang lain untuk
membersihkan lahan baik perempuan atau laki-laki selama orang tersebut mampu
bekerja dengan baik. Tidak hanya perempuan yang menunjukan sisi maskulin, namun
dalam proses pengelolaan hutan laki-laki dapat menjadi sosok yang lembut, hal ini
dapat dilihat bagaimana ketika seorang suami mengggantikan istrinya untuk berjualan
di saat sang istri tengah melakukan ibadah sholat atau istirahat makan siang. Melalui
proses pengelolaan hutan kemasyarakan kita akan banyak mendapati bagaimana laki-
laki dan perempuan saling berbagi peran, salah satunya ketika sosok laki-laki harus
kembali ke rumah atau pergi bekerja maka peran untuk menjaga lahan agar terhindar
dari gangguan hewan liar yang akan merusak tanaman akan diambil alih oleh
perempuan yang dimulai dari pagi sampai sore hari.
B. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis
Kelurahan Jatibaru Barat merupakan sebuah Kelurahan yang terletak di
Kecamatan Asakota Kota Bima yang sebelumnya diketahui sebagai Kelurahan
Jatibaru dan mengalami pemekaran pada akhir 2018 melalui Nomor Registrasi
124/1142/BAK yang ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Kewilayaan, Eko
Subowo, sehingga terbagi menjadi dua wilayah Kelurahan yaitu, Jatibaru Barat dan
Jatibaru Timur. Untuk Kelurahan Jatibaru Barat, kantor Wilayah Pemerintahan atau
kantor Kelurahan terletak di Kampung Lela.1
Sebelum dilakukan pemekaran, Jatibaru memilki luas wilayah 488,33 ha/M2
dan mengalami perubahan wilayah setelah adanya pemekaran sehingga untuk saat ini




Kelurahan Jatibaru Barat memilik luas wilayah 17.18 ha/M2. Jatibaru Barat adalah
sebuah kelurahan yang hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan yang
saat ini dijadikan sebagai lahan pertanian hutan kemasyarakatan.




Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Jatibaru Barat adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Jatibaru Timur
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Jatiwangi
c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rite, Kelurahan Matakando
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kolo
Kelurahan Jatibaru Barat adalah sebuah keluarahan yang terletak di pinggir
Kota Bima yang menjadi salah satu jalur akses sebagai penghubung antara Kota Bima
dengan Wera yang diketahui sebagai salah satu wilayah Kabupaten Bima. Kelurahan
Jatibaru Barat memiliki jarak sekitar 8 KM dari Ibu Kota, Kota Bima dengan jarak
tempuh sekitar 16 menit.2
2. Kondisi Demografis
Kampung Lela merupakan salah satu kampung yang berada di Kelurahan
Jatibaru Barat yang terbagi menjadi 7 rukun tetangga (RT) dan 2 rukun warga (RW).
Kelurahan Jatibaru Barat terdiri dari 2478 kepala keluarga (KK) dengan 2328 KK
laki-laki dan 150 KK perempuan.
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017




4409 orang 5187 orang
Sumber: Profil Kelurahan Jatibaru Barat
Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah populasi masyarakat Jatibaru Barat
berdasarkan jenis kelamin menunjukkan populasi perempun lebih banyak
dibandingkan dengan populasi laki-laki, dengan selisih sebanyak 778 orang.
3. Pendidikan
Masyarakat Jatibaru Barat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, hal ini
dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang berhasil menyelesaikan program wajib
belajar 9 tahun.
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Wajib Belajar 9 Tahun
Usia Jumlah
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun 1151 orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah 1078 orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah 73 orang
Sumber: Profil Kelurahan Jatibaru Barat
Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa masyarakat kelurahan Jatibaru Barat yang
menempuh pendidikan formal pada tingkat SD/SMP/SMA/Sederajat menunjukkan
jumlah yang lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang tidak menempuh
pendidikan formal, di mana artinya masyarakat mulai menyadari akan pentingnya
sebuah pendidikan, ini dapat menjadi sesuatu yang positif untuk meningkatkan
sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Jatibaru Barat ke depannya.
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Penduduk
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Jenjang Pendidikan Jumlah
Penduduk buta huruf dan huruf latin 0 orang
Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok
bermain anak
157 orang
Anak penduduk cacat fisik dan mental 0 orang
Penduduk sedang SD/Sederajat 956 orang
Penduduk tamat SD /Sederajat 190 orang
Penduduk tidak tamat SD/Sederajat 13 orang
Penduduk sedang SLTP/Sederajat 270 orang
Penduduk tamat SLTP /Sederajat 805 orang
Penduduk sedang SLTA/Sederajat 243 orang
Penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat 3 orang
Penduduk tamat SLTA/Sederajat 1037 orang
Penduduk sedang D-1 0 orang
Penduduk tamat D-1 0 orang
Penduduk sedang D-2 0 orang
Penduduk tamat D-2 280 orang
Penduduk sedang D-3 0 orang
Penduduk tamat D-3 0 orang
Penduduk sedang S-1 180 orang
Penduduk tamat S-1 213 orang
Penduduk sedang S-2 0 orang
Penduduk tamat S-2 0 orang
Penduduk sedang S-3 0 orang
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Penduduk tamat S-3 0 orang
Penduduk sedang SLB A 1 orang
Penduduk tamat SLB A 3 orang
Penduduk sedang SLB B 0 orang
Penduduk tamat SLB B 2 orang
Penduduk sedang SLB C 0 orang
Penduduk tamat SLB C 0 orang
Penduduk cacat fisik dan mental 0 orang
Jumlah 4.353 orang
Sumber: Profil Kelurahan Jatibaru Barat
Tabel 3.2 di atas menunjukkan jumlah masyarakat Jatibaru Barat dilihat dari
jenjang Pendidikan formal, kebanyakan dari masyarakat Jatibaru Barat hanya
menempuh pendidikan sampai dengan SLTA/SMA/Sederajat.
4. Ekonomi
Dengan latar belakang pendidikan dan ketersediaan lapangan pekerjaaan
yang masih minim di Kota Bima, maka banyak masyarakat kelurahan Jatibaru Barat
yang memiliki pekerjaan yang masuk dalam kategori tidak terlalu baik sehingga sulit
untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu realitas lapangan yang dilihat oleh
peneliti menunjukkan masih terdapat masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
4.1 Mata Pencaharian Pokok
Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan
Petani 140 orang 20 orang
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Buruh tani 0 orang 0 orang
Buruh migran perempuan 0 orang 0 orang
Buruh migran laki-laki 0 orang 0 orang
Pegawai negeri sipil 67 orang 71 orang
Pengrajin industry rumah tangga 0 orang 0 orang
Pedagang keliling 0 orang 0 orang
Peternak 15 orang 0 orang
Nelayan 0 orang 0 orang
Montir 0 orang 0 orang
Dokter swasta 0 orang 0 orang
Bidan Swasta 0 orang 13 orang
Perawat swasta 0 orang 0 orang
Pembantu rumah tangga 0 orang 26 orang
TNI 4 orang 0 orang
POLRI 4 orang 0 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI 9 orang 8 orang
Pengusaha kecil dan menengah 0 orang 1 orang
Pengacara 0 orang 0 orang
Notaries 0 orang 0 orang
Dukun kampung terlatih 0 orang 0 orang
Jasa pengobatan alternatif 0 orang 0 orang
Dosen swasta 0 orang 0 orang
Pengusaha besar 0 orang 0 orang
Arsitektur 0 orang 0 orang
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Seniman/artis 0 orang 0 orang
Karyawan perusahaan swasta 0 orang 0 orang
Karyawan perusahaan pemerintah 0 orang 0 orang
Tukang kayu 1887 orang 0 orang
Tukang batu 158 orang 0 orang
Jumlah 2.284 orang 139 orang
Sumber: Profil Kelurahan Jatibaru Barat
Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling banyak ditekuni
masyarakat kelurahan Jatibaru Barat adalah tukang kayu. Pada tabel di atas lebih dari
90 persen jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat adalah pekerjaan yang bersifat
musiman atau harus menunggu ketika adanya panggilan. Selain itu tabel di atas
menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
Selain lahan hutan lindung, terdapat juga peternakan yang dikelola langsung
oleh masyarakat, seperti peternakan sapi, kerbau, ayam kampung, kuda, dan kambing.
5. Sosial Budaya
Masyarakat Kelurahan Jatibaru Barat lebih khususnya Kampung Lela
merupakan masyarakat asli suku Mbojo atau suku Bima yang secara turun temurun
lahir, besar dan tinggal di Bima dari generasi-generasi sebelumnya atau masyarakat
yang secara garis keturunan memiliki darah Bima baik dari kedua orang tua atau
salah satu di antara ibu dan ayahnya. Masyarakat Kampung Lela sendiri merupakan
masyarakat yang cukup modern yang terbuka dengan dunia luar, masyarakat
Kampung Lela dapat berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik meski
dalam kesehariannya masih menggunakan Bahasa Mbojo atau Bahasa Bima dengan
dialek Bima.
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Semangat dan sikap gotong royong masih sangat kuat dalam kehidupan
masyarakat Kampung Lela, seperti ibu-ibu akan membantu memasak apabila ada
salah satu di antara masyarakat yang mengadakan hajatan pernikahan atau bapak-
bapak dan para pemuda yang membantu membangun tenda. Bangunan rumah di
Kampung Lela sendiri sudah banyak dalam bentuk tembok yang menggunakan semen
atau yang biasa disebut dengan istilah rumah batu, akan tetapi sampai saat ini masih
ada warga Kampung Lela yang memiliki rumah panggung, sehingga masyarakat
masih melalukan kebiasaan hanta uma atau dalam istilah bahasa Indonesia
memindahkan rumah kayu dari posisi awal ke posisi yang baru atau dapat juga
dengan membongkar rumah itu sendiri. Biasanya hanta uma akan dilakukan pada hari
Jum’at, hal ini dikarenakan mayoritas warga Kampung Lela bekerja sebagai tukang
kayu yang memiliki libur hanya setiap hari Jum’at, pemilihan libur hari Jum’at
bertujuan agar laki-laki di Kampung Lela dapat melaksanakan sholat Jum’at dengan
khusu, hanta uma sendiri hanya dilakukan oleh kaum laki-Laki. Selain hanta uma
kebiasaan gotong royong yang dilakukan masyarakat adalah membersihkan TPU
(Tempat Pemakaman Umum) apabila dirasa sudah terlalu banyak tumbuhan liar yang
tumbuh di area tanah pemakaman, di Kampung Lela tidak terdapat istilah tukang gali
kubur, karena proses penggalian kubur masih dikerjakan secara bersama oleh para
Laki-laki yang ada di Kampung Lela.
Setiap hari Jum’at saat masyarakat tengah melakukan ibadah sholat Jum’at
maka tidak ada kendaraan yang diperbolehkan lewat. Baik jalan utama atau gang-
gang kecil akan ditutup menggunakan palang dan ini dilakukan pada seluruh wilayah
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Kota Bima, penutupan jalan bertujuan agar seluruh masyarakat tidak terganggu,
sehingga dapat mendengar dengan baik khutbah Jum’at yang disampaikan oleh
Khatib dan masyarakat menjadi lebih khusu dalam ibadah Jum’at. Tidak ada sanksi
tertulis bagi masyarakat yang melanggar peraturan ini, hanya berupa sanksi secara
lisan melalui teguran langsung dari masyarakat apabila ada kendaraan yang tetap
ingin lewat atau masyarakat yang dianggap terlalu ribut saat ibadah Jum’at tengah
berlangsung.
Sebagaimana Falsafah Bima maja labo dahu (malu dan takut) dalam kitab
“BO” atau kitab kesultanan Bima, maja labo dahu berarti malu untuk berbuat hal-hal
yang di luar batas norma asusila dan takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh
agama sehingga sanksi sosial masih begitu lekat di kalangan masyarakat Kelurahan
Jatibaru Barat.3
C. Proses Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Oleh Masyarakat Kampung Lela
Kelurahan Jatibaru Barat
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) proses merupakan runtutan
perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu atau rangkaian tindakan,
pembuatan atau pengelolahan yang menghasilkan produk.4
Hampir seluruh lahan hutan di Kota Bima merupakan jenis hutan lindung.
Hutan lindung adalah hutan yang mampu menyimpan cadangan air di dalam tanah,
hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat pengelola hutan
3Didi Haryono, Makna Falsafah “Maja Labo Dahu” Dalam Culture Masyarakat Bima.
http://www.mbojoklopedis.com/2016/10/makna-falsafah-maja-labo-dahu-dalam.html?m=1 (15 Mei
2020)
4Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016)
63
kemasyarakatan karena tanaman akan mampu tumbuh dengan baik. Sebelum dibuka
kembali pada tahun 2012, hutan kemasyarakatan yang berlokasi di jalan lintas Bima
Wera yang dikelola oleh masyarakat Kampung Lela pernah dibuka beberapa tahun
sebelum akhirnya ditutup pada tahun 2009.
Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti kepada informan
yang merupakan Lurah Jatibaru Barat bahwa seluruh proses pengelolaan hutan
kemasyarakat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang mendapat izin untuk
mengelola lahan hutan tanpa adanya campur tangan oleh pemerintah namun dengan
tetap memperhatikan fungsi ekologi hutan dengan tidak melakukan pengerusakan
terhadap apa yang telah ada di lahan itu sendiri.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lurah Jatibaru Barat bapak A. salam
Pengelolaan hutan kemasyarakatan secara keseluruhan hasilnya diberikan untuk
masyarakat tanpa adanya ikut campur dari pemerintah daerah dan kami tidak
membatasi kreatifitas masyarakat dalam melakukan pengolahan selama masih
menjaga keadaan hutan itu sendiri5
Pernyataan tersebut juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh bapak
Syamsuddin ketika diwawancarai oleh penelti saat sedang berada di Doro PKI, Ncai
Kapenta (Gunung PKI, Jalan Kapenta), yaitu:
Masyarakat ra mbei kai ba Pemerintah dana ru’u kanggihi kaike wati wara
batasan ne’e kabune, ne’e di ngguda kai au karna memang tujuan
pemerintahkan ru’u buneku masyarakat loa wara dimai kai istilah na re
pemberdayaan nih, pala dengan catatan masyarakat ma kanggihi kai dana ake
harus wa’u jaga au samenana ma wara aka dana kanggihi kai labo harus
ngguda bibit fu’u haju ra mbei ba pemerintah paiba da kola dana, pede rakaba
mai ura na’e na mai kaiba mbere karna wati wara fu’u haju ma tapana oi ura.
Pernyataan bapak Syamsuddin, yaitu:
Masyarakat yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam melakukan
pengelolaan tanpa adanya batasan, bagaimana masyarakat melakukan
5A.Salam (50 Tahun) Lurah Jatibaru Barat, Wawancara (Kantor Kelurahan Jatibaru Barat, 24
Januari 2020).
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pengelolaan itu diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya karena sebagaimana
tujuan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, namun dengan catatan
masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan harus mampu menjaga apa yang
sebelumnya telah ada, selain itu masyarakat diharapkan dapat menanam bibit-
bibit pohon yang telah diberikan oleh pemerintah agar tanah tidak tandus
sehingga saat hujan deras turun akan ada pohon yang menahan debit air
sehingga tidak akan terjadi banjir.6
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat
diharapkan dapat memanfaatkan hutan kemasyarakatan dengan sepenuhnya melalui
pengelolaan yang tidak hanya mementingkan keuntungan profit bagi pengelola akan
tetapi harus mampu menjaga ekosistem hutan demi kemaslahatan semua orang.
Adapun proses pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan masyarakat
kampung lela kelurahan jatibaru barat adalah sebagai berikut:
1. Reboisasi
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, reboisasi merupakan penanaman
kembali hutan yang telah ditebas (tandus, gundul); penghutanan kembali.7
Bagi hutan lindung, adanya pohon merupakan hal yang sangat penting, karena
sebagaimana fungsinya sendiri, pohon menjadi tempat menyimpan cadangan air
tanah, menahan erosi tanah, serta menjaga kesejukan lingkungan, terlebih hutan
kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat Kampung Lela sangat dekat dengan
pemukiman warga. Tidak adanya pohon pada lahan hutan akan sangat berisiko tinggi,
baik bagi masyarakarat yang melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan maupun
masyarakat yang ada di sekitar lahan hutan kemasyarakatan. Masyarakat pengelola
hutan kemasyarakatan diharapkan mampu mempertahankan pepohonan baik yang
6Syamsuddin (60 Tahun) Ketua kelompok tani Mori Sama, Wawancara (Kawasan hutan
kemasyarakatan: 13 Februari 2020)
7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kelima (Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016)
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sudah ada atau jika lahan masih kosong masayarakat diharapkan dapat menanam
pohon baru atau reboisasi.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Lurah Jatibaru Barat bapak A.
Salam
Saya sepenuhnya memberikan dukungan kepada masyarakat yang melakukan
pengelolaah hutan kemasyarakatan, namun saya berharap masyarakat tidak
melakukan penebangan pohon yang sudah ada karena seperti yang diketahui
sendiri di sini merupakan daerah pemukiman, takutnya apabila tidak ada pohon
dapat menyebabkan banjir di perkampungan dan itu akan sangat disesalkan
nantinya dari pihak kami selaku pemerintah, saya juga menghimbau bagi
masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan agar dapat melakukan reboisasi
apabila di lahan mereka terdapat sedikit pohon atau tidak ada sama sekali.8
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa besar harapan dari pemerintah
daerah, khususnya bapak Lurah Jatibaru Barat agar masyarakat mempertahankan
pohon-pohon yang sebelumnya sudah ada di wilayah hutan kemasyarakatan, serta
menghimbau masyarakat untuk melakukan reboisasi apabila lahan hutan
kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat tidak terdapat pepohonan di dalamnya.
Hal ini menjadi kerisauan bagi pemerintah daerah karena letak hutan kemasyarakatan
sendiri dekat dengan pemukiman warga, ditakutkan apabila tidak terdapat pepohonan
akan dapat menyebabkan banjir nantinya.
Melaui observasi langsung di lahan hutan kemasyarakatan dapat dilihat bahwa
setiap lahan yang dikelola oleh masyarakat terdapat jenis pepohonan yang biasa
terdapat pada hutan lindung, seperti pohon jati, mahoni, dan asam. Hampir seluruh
lahan hutan kemasyarakatan terdapat pohon jati di dalamnya, baik yang tumbuh
secara liar atau sengaja ditanam oleh masyarakat pengelola hutan.
8A. Salam (50 Tahun) Lurah Jatibaru Barat, wawancara (Kantor Kelurahan Jatibaru Barat, 24
Januari 2020)
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pengelola hutan
kemasyarakatan bapak A.Kadir Ismail
Ndakeku, sebagian jati ma wara ara ake ke jati ntoi ra sawatip da hengga
mbali dana, jati ake ra wara wauna aip hengga dana sarambana ntoin. Mboto
fu’u haju ma na’e-na’e ntoin re ni, lain pori jati mpoa, pala pernah mai angi
na’e sehingga mpoi mbo’o fu’u haju ra jati ma wara ma na’e-na’e. selain ede
ra bo’o rau karna dahu ade bahaya kaip ndai ba waura ipi na’e-na’ena re ni,
pala wara rau fu’u haju ra ngguda bou, ra mbei ba pemerintah bibit na, istilah
na re ngguda cepe paida pana liro labo mai kai mbere na’e.
Pernyataan bapak A.Kadir Ismail, yaitu:
Sebagian pohon jati yang ada di lahan ini, merupakan pohon jati yang sudah
ada sejak lama, bahkan jauh sebelum dibuka kembalinya hutan kemasyarakatan.
Sebagian pohon jati telah ada pada masa pembukaan hutan kemasyarakatan
yang pertama. Sebenarnya dulu banyak jenis pepohonan lainnya, tidak hanya
pohon jati, namun pernah terjadi badai angin beberapa tahun silam yang
menyebabkan banyak pohon jati dan pohon besar lainnya tumbang. Selain itu,
ada pula pohon yang dianggap sudah terlalu besar ditebang hal hal ini guna
mencega terjadinya kecelakaan apabila pohon sewaktu-waktu tumbang. Tidak
hanya tumbuh secara alami, saat ini telah ada pohon-pohon baru yang ditanam
yang bibitnya berasal dari pemerintah. Istilahnya, tujuan penanamannya agar
tetap sejuk dan tidak mendatangkan banjir.9
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat tetap
memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan melakukan reboisasi pada pohon-
pohon, baik yang ditebang secara sengaja atau tumbang akibat angin. Diketahui pula
bahwa pohon yang ada di lahan hutan kemasyarakatan selain tumbuh secara alami,
terdapat pohon-pohon yang ditanam oleh masyarakat pengelola hutan
kemasyarakatan.
Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, saat ini tidak hanya pohon
jati atau mahoni yang ada di lahan hutan kemasyarakatan. Masyarakat pengelola
hutan sudah mulai melakukan penaman pohon lainnya. Kebanyakan pohon yang
9A. Kadir Ismail (63 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
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ditanam merupakan jenis pohon yang buahnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat itu
sendiri, seperti pohon manga, pohon pisang, pohon kinca, pohon sirsak, jambu biji
dan berbagai jenis pohon lainnya. Masyarakat menuturkan pohon yang ditanam
jumlahnya tidak terlalu banyak, hal ini karena buah dari pohon-pohon tersebut
awalnya hanya untuk konsumsi pribadi. Namun, masyarakat tidak memungkiri bahwa
sebagian hasil dari buah-buah tersebut diperdagangkan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hawasa, salah satu masyarakat pengelola
hutan kemasyarakatan
Aka dana ra kanggihi kai namike, selain fu’u haju ma na’e ra ngguda wara rau
fu’u makalai, mboto pahuna fu’u ke wara fu,u jambu, fu’u fo’o, fu’u garoso,
satoimpa ra mgguda pala waraku ma woko ndai rauna. Bune fu’u kalo, ake ke
rangguda sangaja romo loaku wara di mpa’a ngaha ndai wa’u deka mbuan re.
pala wara si ma ncewi wunga deka da wara piti re landa ni ana, ma’lum indo
tabe mai kai nani, baba dohomke waura susah raka karawi.
Pernyataan Ibu Hawasa, yaitu:
Pada lahan ini sendiri, tidak hanya dilakukan penanaman pohon-pohon besar
akan tetapi terdapat berbagai jenis pohon lainnya. Seperti, pohon jambu,
mangga, sirsak, jumlah yang ditanam tidak terlalu banyak namun ada juga yang
tumbuh dengan sendirinya. Untuk pohon pisang sendiri, sengaja ditanam
sehingga buahnya dapat dikonsumsi secara pribadi, akan tetapi apabila
jumlahnya lebih dan kami tengah membutuhkan uang maka buah tesebut akan
dijual. Terlebih semakin hari suami saya semakin susah mendapatkan
pekerjaan.10
Berdasarkan pernyataan di atas penanaman pohon yang dilakukan oleh
masyarakat tidak hanya jenis pepohonan yang dapat digunakan sebagai bahan
bangunan, masyarakat saat ini melakukan penanaman jenis pohon yang dapat
dimanfaatkan hasilnya, baik untuk konsumsi pribadi atau dijual ketika masyarakat
tidak memiliki uang di tengah susahnya mendaptkan pekerjaan.
10Hawasa (50 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
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2. Penanaman Tanaman Pangan
Tanaman pangan merupakan jenis tanaman yang di dalamnya terdapat
karbohidrat dan protein yang menjadi sumber energi bagi tubuh manusia atau dapat
juga disebut sebagai tanaman konsumsi utama.
Walau tidak dilakukan di persawahan, penanaman tanaman pangan masih
menjadi salah satu pilihan utama para pengelola hutan kemasyarakat selama
bertahun-tahun, baik pada pembukaan lahan pertama sampai akhirnya kembali dibuka
pada tahun 2012, sebelum akhirnya masyarakat memilih menanam tananaman
komoditas ekspor pada tahun 2013 hingga saat ini.
Padi merupakan tanaman pangan yang menjadi pilihan utama yang ditanam
oleh masyarakat pada saat itu. Walau tidak dilakukan secara serentak, masyarakat
biasanya akan mulai membersihkan lahan yang ditumbuhi tumbuhan liar pada
pertengahan tahun diantara bulan Juni atau Juli dan proses penanaman padi akan
dilakukan pada rentan waktu akhir tahun, sesuai dengan kapan masyarakat tersebut
memiliki biaya untuk membayar orang-orang yang akan membantu untuk menanam
bibit padi. Selain menunggu musim penghujan tiba, hal ini dilakukan agar proses
penanaman menjadi lebih mudah sehingga padi bisa tumbuh dengan subur.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pengelola hutan kemasyarakatan
bapak Ramlin
Pertengahan tahun re biasa kai waura mpoi tampu’u ngoho karaso mena
dou, sarunden re ngoho ba ndai pala terkadang gaji dou di ma ngoho wea
laoku ricu karawi karena watip sih rasona dana indomu loa ngguda
kai.dahu adere piti waura mpoi weli kai bibi pala kanggihi tiwara lao kai
gara-gara wati woko fare. Wara kaiba karaso pertengahan tahun karena
caru mpana ai, urakan biasa kai maina na ne’empra mpoiba mba’anku
sekitar bulan sampuru ndadi dou na tampu’ura ngguda bulan sandede
sampesi bune ai kombi mpoiba bura, wati si wara wali ura wati ngawana
woko fare.
Pernyataan bapak Ramlin, yaitu:
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Kami biasanya akan mulai melakukan pembersihan pada pertengahan
tahun, baik yang dilakukan secara pribadi atau dengan memanggil
seseorang yang dalam hal ini dibayar untuk membantu membersihkan
lahan yang akan dipakai untuk penanaman, pemanggilan biasanya
dilakukan untuk mempercepat pembersihkan karena lahan tidak dapat
ditanami apabila masih banyak tumbuhan liar yang hidup, ditakutkan akan
megalami gagal panen sehingga akhirnya akan mejadi kerugian padahal
tidak sedikit uang yang digelontorkan ketika membeli bibit padi. Pemilihan
pembersihan dilakukan pada pertengahan tahun di karenakan pada saat itu
tengah musim kemarau, musim hujan biasanya akan dimanfaatkan untuk
melakukan proses penanaman, di mana musim hujan akan mulai dari bulan
Oktober. Penanaman akan dimulai dari bulan Oktober sampai dengan tidak
adanya lagi hujan yang turun).11
Dari ungkapan di atas diketahui bahwa penanaman akan dimulai sekitar bulan
Oktober, pemilihan penanaman di akhir tahun dikarenakan pada saat itu Kota Bima
telah memasuki musim penghujan sehingga proses penanaman jadi lebih mudah dan
bibit padi akan tumbuh dengan baik. Sebelum melakukan penanaman, pada
pertengahan tahun masyarakat akan melakukan yang namanya kegiatan pembersihan
lahan, baik dilakukan oleh pengelola lahan itu sendiri atau dibantu orang lain untuk
mempercepat pembersihan lahan. Pembersihan lahan merupakan hal yang sangat
penting, dengan keadaan lahan yang bersih tingkat keberhasilan panen menjadi lebih
tinggi. Begitu juga sebaliknya, keadaan lahan yang penuh dengan tumbuhan liar akan
meningkatkan risiko gagal panen.
Pemilihan jenis bibit padi sendiri tidak sama antara masyarakat yang satu
dengan masyarakat yang lain, pembelian bibit padi biasanya berdasarkan kemampuan
dari pengelola itu sendiri, bahkan banyak masyarakat pada saat itu hanya menanam
bibit padi beras merah. Banyak masyarakat Jatibaru menganggap bahwa beras merah
memili kualitas yang kurang baik karena warnanya, ada sebagian tanggapan nasi
11Ramlin (45 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 08 Februari 2020)
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yang berasal dari beras merah tidak menggugah selerah makan masyarakat karena
warnanya yang merah dan tidak putih seperti jenis beras lain.
Masyarakat menuturkan, penanaman padi yang dilakukan di lahan hutan
cukup sulit, tidak seperti ketika proses bertani dilakukan di Sawah, mulai dari kontur
tanah yang tidak seluruhnya rata, tidak terdapat sumber air yang dekat, sehingga
untuk air masyarakat harus membawanya dari rumah sendiri dengan menggunakan
jirigen untuk kebutuhan sehari-hari selama berada di lahan hutan kemasyarakatan.
Selain memastikan lahan bersih dan kebutuhan akan pupuk pada tanaman tercukupi
serta bebas dari hama wereng, masyarakat harus melakukan penjagaan selama musim
penanaman di sekitar lahan, ini dilakukan mengingat banyaknya monyet liar yang
berkeliaran untuk mencuri tanaman padi di siang hari. Pada malam hari masyarakat
tidak akan kembali ke rumah, biasanya masyarakat akan tinggal di lahan masing-
masing untuk berjaga-jaga dari adanya babi hutan yang akan memasuki kawasan
lahan.
Sebagaiamana yang diungkapkan oleh salah satu pengelola hutan
kemasyarakatan bapak Junaidin Anwar
Tampu’u ngguda re tampu’uja maru ara doro, paling lao londo rakasi ne’e
ndeu atau wara di lao weli, misa kai wara sih karawi weiku ma jaga ama sidi
sampe ama mbia dula karawi. Au wali saat-saat penti waursih wara isina fare
na bareara bote, mpoi wonto kaiha na fare ndadi harus jaga ncau. Biasa kai
ama ngadi nami lampa paresa rero apa wara wawi malu’u atau wati, lu’u sih
wawi edeku mai ihana farere na mpoi lepa lalo maklum sadoho na maru dei
lalo aka ake, paresare wati sakali ama ngadi mpoa tapi pas ama sidi tu’u maru
rau karena indomu badeku lu’u deka wunga maru ndai, akeke sana-naiku
karawi sampe londo doro, nuntusi maki re iyoni pala wati si karawire anae
tiwara mai kai maklum kanggihi akempa ditende kai.
Pernyataan bapak Junaidin Anwar, yaitu:
Selama masa cocok tanam kami akan tinggal di sini, balik ke rumah hanya saat
ingin mandi atau ada sesuatu yang ingin dibeli, terkadang jika ada panggilan
kerja sebagai tukang kayu maka pagi hari sampai sore hari istri saya sendirian
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yang akan berjaga sampai saya pulang kerja. Terlebih pada saat padi telah berisi
maka akan semakin banyak gerombolan monyet yang berkeliaran dan ingin
mencabut padi. Pada saat malam tiba biasanya saya akan melakukan
pengecekan di seluruh area lahan untuk mengetahui ada atau tidaknya babi
hutan, ketika babi berhasil masuk ke lahan pertanian itu akan sangat berbahaya
karena dapat membuat tanaman padi menjadi rusak. Pengecekkan tidak hanya
dilakukan saat malam hari, pada pagi hari ketika bangun tidur, saya akan
melakukan pengecekkan kembali untuk memastikan tidak adanya babi hutan
yang masuk saat kami tertidur, hal ini dilakukan selama musim cocok tanam.
Apabila ditanya capek atau tidak, iya saya merasa capek namun kembali lagi
hanya dari bertani kami menggantungkan hidup.12
Dari ungkapan di atas diketahui bahwa hama wereng dan kekurangan pupuk
bukan satu-satunya yang menjadi kekhawatiran masyarakat dalam merusak tanaman
padi, monyet dan babi hutan menjadi hal lain yang ditakutkan oleh masyarakat.
Dalam mengatasi kedua hewan tersebut, selama masa cocok tanam masyarakat
melakukan penjagaan ketat dari pagi sampai malam hari, penjagaan pada malam hari
dilakukan tidak seketat pagi dan sore hari, masyarakat hanya akan berkeliling lahan
mereka untuk memastikan tidak adanya babi hutan yang masuk untuk merusak
tanaman dan pengecekkan akan kembali dilakukan pada pagi hari sebagai antisipasi
tidak adanya babi hutan yang masuk saat masyarakat tertidur. Meski merasa lelah
masyarakat tidak lantas menyerah, karena bagi masyarakat sendiri dengan keadaan
yang tidak menentu untuk mendapatkan pekerjaan, bertani di lahan hutan
kemasyarakatan dijadikan sebagai tumpuan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Setelah selama delapan tahun masyarakat hanya menjadikan tanaman pangan
sebagai tanaman utama, akhirnya pada tahun 2013 masyarakat tidak lagi menjadikan
padi sebagai pilihan utama untuk ditanam, masyarakat mulai beralih menanam
tanaman komoditas ekspor. Peralihan dari tanaman pangan ke tanaman komoditas
ekspor dilakukan karena perkembangan pengetahuan masyarakat tentang pertanian
12Junaidin Anwar (62 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan
Hutan Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
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semakin banyak. Selain lebih sulit dan memakan banyak tenaga, menurut masyarakat
sendiri tidak banyak keuntungan yang didapat dari bertani padi karena biasanya selain
untuk dijual, masyarakat akan menjadikannya sebagai konsumsi pribadi.
Sebagaimana yang diungkapkan salah satu pengelola hutan kemasyarakatan
bapak Ramlin
Losa hasil fare wati landa sara’a, landare sato’i-sato’i ndadi kaina iu re wara
sih susana ne’e raka piti ma mboto, be sih waura na’e-na’e ana ake ndadi
kebutuhan ngaha mboto, besi ne’e rau iu kasakola ra kuliah ana bune douma
kalai, romoku ndai ndede ma wati iu sakola ese labo susah ngupa ngaha aina
wali ana.
Pernyataan bapak Ramlin, yitu:
Hasil dari padi yang dipanen tidak langsung dijual seluruhnya, melainkan dijual
sedikit demi sedikit jadi terasa sedikit sulit untuk mendapatkan uang dalam
jumlah banyak sekaligus. Anak-anak juga sekarang sudah mulai tumbuh
dewasa membuat kebutuhan semakin banyak dan meningkat, terlebih ingin
rasanya bisa menyekolahkan anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
rasanya cukup saya dan Ibunya yang tidak merasakan bangku kuliah dan
sulitnya dalam mencari pekerjaan.13
Dari ungkapan tersebut diketahui bahwa alasan masyarakat tidak lagi memilih
padi sebagai tanaman utama dikarenakan masyarakat lebih berfokus untuk bagaimana
caranya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena masyarakat
menganggap bahwa hasil panen padi sudah tidak terlalu menguntungakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan meningkat setelah anak-
anaknya mulai tumbuh dewasa. Terlebih, masyarakat mulai merencanakan masa
depan anak-anak mereka dengan memberi pendidikan sampai tingkat perguruan
tinggi, sehingga nantinya sang anak tidak akan susah untuk mendapatkan pekerjaan
yang baik dan dapat hidup layak di masa depan.
13Ramlin (45 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 08 Februari 2020)
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3. Penanaman Tanaman Komoditas Ekspor
Era mileneal membuat masyarakat menjadi lebih peka terhadap semakin
terbuka lebarnya pasar perdagangan yang ada di Indonesia, masyarakat semakin
berani dalam mengambil risiko untuk melakukan penanaman terhadap tanaman
komoditas ekspor yang di mana masyarakat belum memiliki pengalaman dalam hal
tersebut sebelumnya.
Tahun 2013 menjadi titik balik dari pengelolaan hutan kemasyarakatan yang
dilakukan oleh masyarakat Kampung Lela, terhitung dari tahun 2013 sampai dengan
sekarang, ada dua jenis tanaman komoditas ekspor yang ditanam oleh masyarakat.
Pertama, tanaman komoditas ekspor sekali panen dan harus ditanam ulang tahun
berikutnya. Kedua, tanaman komoditas ekspor yang penanamannya hanya sekali
namun dapat dipanen secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Kedua jenis
tanaman komoditas ekspor ini memmpunyai kekurangan dan kelebihan masing-
masing.
Sebagaimana yang diungkapkan ketua kelompok tani mori sama bapak
Syamsuddin
Cua wara kelebihan ndaina nuntusi ra ngguda ake. Kelebihan ra ngguda sakali
ake watidu mpoi wali tenaga ra biaya ru’u ngguda kai tinggal bune ndai ma
rawatna loanku wati made, terus coi rauna re wati ko’ana labo ra ngguda
ulang tiap mba’ana malahan kadang na ncewi, serta wati na’e resikona
rakabsi gagalna karna wati butuh modal mana’e. Pala waraku kekurangann,
sia ake dari proses ngguda sampai wara hasilna butuh waktu bertahun-tahunku
amompu loa nikmati hasilna, serta sia ke na ipisi tebe mai kaiba wati ngawana
woko taho makalai ra ngguda, be sih waktu ngena ampona wara wali hasilde
samba’aku. Ru’u ra ngguda sakali samba’a ake kelebihanna ededu pitire
langsung raka mboto sakali lalo labo waktu ngena lebih oci daripada ra
ngguda sakali hanya tolu sampai upa wura dari ngguda sampai losa hasilna.
Kekurangan sia ake wara sih na’e biaya dibutuhkan, na’e resikona misal kai
wati ncihi pupu ra urar ai bahaya langsung iha.
Pernyataan bapak Syamsuddin, yaitu:
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Masing-masing dari jenis tanaman ini memiliki kelebihan masing-masing.
Kelebihan dari tanaman yang ditanam hanya sekali adalah biaya dan tenaga
yang dibutuhkan tidak terlalu besar, hanya tinggal kita saja yang bagaimana
merawat agar tanaman tersebut tidak mati nantinya, selain itu hasil panen dari
tanaman ini tidak kalah dari tanaman yang harus ditanam ulang setiap tahunnya,
bahkan tidak jarang hasil yang di dapatkan lebih banyak, serta risiko tidak
terlalu besar apabila terjadi gagal panen karena memang awalnya tidak
membutuhkan biaya yang banyak. Namun, tentu saja terdapat kekurangan,
tanaman yang penananamannya hanya sekali dimulai dari waktu penanamannya
sampai dengan memiliki buah membutuhkan waktu bertahun-tahun baru dapat
kita nikmati hasilnya, lalu apabila tanaman ini terlalu rindang dapat menutupi
cahaya matahari sehingga tanaman lain yang ditanam tidak dapat tumbuh
dengan baik dan subur, jika ingin memanen lagi maka kita harus menunggu
tahun berikutnya karena dia hanya berbuah satu kali dalam setahun. Untuk
tanaman yang ditanam setiap tahunnya, kelebihannya adalah uang yang kita
terima langsung dalam jumlah yang banyak, waktu dari awal mulai proses
penanaman sampai panen tidak terlalu lama, hanya butuh waktu tiga sampai
empat bulan. Kekurangannya, selain membutuhkan biaya yang banyak tanaman
jenis ini juga memilki risiko yang tinggi dari cuaca sampai dengan pmberian
pupuk.14
Dari ungakapan di atas diketahui bahwa kedua jenis tanaman tersebut
memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang pada dasarnya saling
melengkapi satu sama lain, pada tanaman yang hanya ditanam satu kali namun
hasilnya dapat dinikmati bertahun-tahun ke depan memang tidak membutuhkan biaya
yang banyak dalam proses pemeliharaanya akan tetapi tanaman komoditas ekspor
jenis ini dapat membahayakan pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya apabila terlalu
rindang, sementara itu untuk jenis tanaman komoditas ekspor yang penanamannya
harus dilakukan setiap tahun selain membutuhkan biaya yang lebih banyak dengan
tingkat risiko yang tinggi, akan tetapi tanaman ini tidak membutuhkan waktu yang
lama selama proses penanaman sampai dengan panen, serta hasil benefit yang didapat
langsung dalam jumlah yang besar.
14Syamsuddin (60 Tahun) Ketua Kelompok Tani Mori Sama. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan: 20 Februari 2020)
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Jauh sebelum menanam jenis tanaman komoditas ekspor yang membutuhkan
penanaman ulang setiap tahunnya, masyarakat terlebih dahulu telah melakukan
penanaman tanaman komoditas ekspor yang hanya membutuhkan sekali penanaman,
akan tetapi selain pada waktu itu jumlah tanaman yang dimiliki masyarakat tidak
terlalu banyak, masyarakat tidak mengetahui bahwa jenis tanaman tersebut memiliki
nilai jual yang tinggi. Setelah adanya pengepul yang berlokasi di Kelurahan Jatibaru
Timur, informasi tersampaikan dengan cepat ke masyarakat pengelola hutan
kemasyarakatan, sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong untuk
menaman tanaman tersebut hingga berjumlah banyak.
Jambu mete atau yang biasa disebut juga jambu monyet, merupakan jenis
tanaman komoditas ekspor sekali tanam yang menjadi pilihan masyarakat pengelola
hutan kemasyarakatan Kampung Lela. Biasanya masyarakat memiliki puluhan pohon
Jambu mete pada lahannya, jumlah pohon tergantung dari luas lahan serta jarak
antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Biasanya masyarakat akan
melakukan pembersihan di area pohon untuk memudahkan masyarakat melihat
apabila terdapat buah Jambu mete yang jatuh, untuk pemupukan sendiri biasanya
akan dilakukan satu kali dalam setahun, hal ini bertujuan agar jambu tersebut
memiliki banyak buah.
Untuk tujuan ekspor biasanya bagian jambu mete yang dimanfaatkan adalah
biji dari jambu mete itu sendiri. Jenis biji yang dapat diekspor adalah yang sudah tua
dan berwarna kecoklatan, sebelum diserahkan ke pengepul biasanya setelah
pemetikan, masyarakat akan menjemur biji jambu mete, hal ini bertujuan untuk
mengurangi kadar air dari isi jambu itu sendiri sehingga biji jambu mete tidak akan
rusak saat pengepul melakukan pengiriman ke luar pulau.
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Setiap tahun nilai jual jambu mete bervariasi tidak selalu mengalami kenaikan,
penjualan jambu mete pernah mengalami harga tertinggi senilai Rp.22.000,00/kg
beberapa tahun silam, sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun
2019 harga biji jambu mete benar-bear merosot tajam memcapai angka
Rp.10.000,00/kg, ini menjadi sebuah kerugian yang besar bagi masyarakat Kampung
Lela pengelola hutan kemasyarakatan. Untuk tahun 2020 sendiri, masyarakat belum
dapat memastikan berapa harga jual isi jambu mete karena masih awal tahun,
sementara jambu mete biasanya akan mulai berbuah di pertengahan tahun.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pengelola hutan
kemasyarakatan ibu Misbah
Biasa kai bulan ini re ambojana losa wuntana, bulan tujuh re na waura wara
wuana terus sekitar pertengahan bulan tuju loara tampu’u poke. Na ndedeku
waktu mbuana siake dua sampe tolu wuraku, dari bulan enam sampai bulan
ciwi dan ndede terus setiap mba’ana, waktu mbuana wati berubah.
Pernyataan bapak Syamsuddin
Biasanya daun bunga yang akan menjadi buah jambu mete akan mulai ada
sekitar bulan enam, lalu bulan tujuh buahya sudah jadi dan bisa dipetik pada
pertengahan bulan. Waktu berbuahnya juga cukup lama, dari bulan enam
sampai dengan bulan Sembilan dan begitu terus setiap tahunnya tanpa
berubah.15
Dari ungkapan di atas diketahui bahwa Jambu mete sendiri merupakan jenis
tanaman komoditas ekspor yang waktu berbuahnya cukup lama, berkisar tiga bulan
dimana dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September setiap tahunnya
tanpa mengalami perubahan waktu panen.
Rupanya pemanfaatan dari jambu mete tidak hanya dilakukan masyarakat
pada bijinya melainkan juga pada buah jambu mete itu sendiri. Buah dari jambu mete
15Misbah (50 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan: 20 Februari 2020)
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dapat dijual walau tidak semua masyarakat Kampung Lela melakukan hal ini,
biasanya buah jambu mete akan dijual seharga Rp.5000,00 dengan sebuah wadah
kecil. Pembeli buah jambu mete biasanya berasal dari Wera, Kabupaten Bima atau
masyarakat daerah lain yang tidak melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
Dari rentan waktu 2013 sampai sekarang kurang lebih ada dua jenis tanaman
komoditas ekspor yang penanamannya dilakukan ulang setiap tahunnya yang menjadi
pilihan masyarakat, yakni jagung dan kacang tanah.
a. Kacang Tanah
Kacang tanah (Arachis hypogaea L) merupakan tanaman polong-polongan
yang termasuk ke dalam suku Fabaceae yang dibudidayakan, serta menjadi kacang-
kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia.16
Kacang tanah menjadi jenis tanaman komoditas ekspor yang penanamannnya
dilakukan ulang setiap tahunnya yang menjadi pilihan utama dan pertama oleh
masyarakat Kampung Lela untuk ditanam pada tahun 2013 lalu, walau tidak ditanam
setiap tahunnya. Apabila ditotalkan dari tahun 2013 sampai sekarang, masyarakat
pengelola hutan kemasyarakatan telah melakukan penanaman kacang tanah sebanyak
lima kali. Penanaman kacang tanah dilakukan masyarakat ada tahun 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, dan terakhir adalah tahun 2019. Pada tahun 2018 dan 2020 sendiri
masyarakat Kampung Lela memilih jenis tanaman komoditas ekspor lain untuk
ditanam.
Menurut masyarakat sendiri, bertani kacang tanah terbilang cukup sulit karena
masyarakat harus memastikan bahwa lahan yang ditanami harus benar-benar bersih
dari rumput dan tanaman liar lainnya, karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap
16Ilmu petani berdasi, kasifikasi dan morfologi tanaman kacang tanah, http://ilmu-petani-
berdasi.blogspot.com/2017/12/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman.html?m=1
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isi dari kacang tanah nantinya, sementara itu lama proses bertani kacang tanah tidak
terlalu berbeda jauh dari padi, yaitu sekitar tiga sampai empat bulan. Pada proses
penanaman, jumlah biji kacang tanah yang ditanam pada setiap lubangnya hanya
diperbolehkan sebanyak satu biji.
Sebelum dilakukan penimbangan oleh pengepul sebagiamana biji jambu mete,
ada proses yang harus dilewati setelah masyarakat melakukan pencabutan biji kacang
tanah, yakni masyarakat harus memastikan bahwa kacang tanah benar-benar dalam
keadaan kering yang dapat dilakukan melalui penjemuran, tujuan pengeringan biji
kacang tanah adalah agar tidak terjadinya penjamuran terhadap kacang tanah saat
proses pengiriman ke luar pulau.
Masyarakat menuturkan bahwa bibit kacang tanah yang ditanam oleh
masyarakat dibeli secara pribadi melalui modal masyarakat sendiri seluruhnya.
Biasanya masyarakat tidak begitu memperhatikan apa merek kacang tanah yang
dipakai untuk proses penanaman, bagi masyarakat yang terpenting adalah bibit
kacang tanah terlihat baik dan sehat, serta besar-besar. Bahkan masyarakat mengaku
membeli bibit kacang tanah yang biasa dijual-jual di pasar tanpa merek apapun.
Dibandingkan dengan harga tanaman komoditas ekspor lain, harga kacang
tanah terbilang cukup tinggi per kilogramnya, bahkan sempat mencapai angka
Rp.15.000,00/kg beberapa tahun silam. Tingginya harga jual kacang tanah menjadi
faktor utama yang membuat masyarakat memilih untuk menanam tanaman komoditas
ekspor yang satu ini.
Sayangnya pada tahun 2019 lalu, banyak dari masyarakat yang mengalami
kerugian dari penanaman kacang tanah, masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan
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mengalami gagal panen sehingga masyarakat memutuskan untuk tidak menanam
kacang tanah di tahun 2020 dan mengganti jenis tanaman menjadi jagung.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat pengelola hutan
kemasyarakatan ibu Sa’diah
Mba’an ake sanawa wau kanggihi kaca, mpuipu wara sih tarauma gara-gara
iha hasilna di samba’an, wunga 2019 laina ihana kanggihi na’e poda rugi,
bahkan wara ma wati wa’u kambali fu’u.
Pernyataan ibu sa’diah
Tahun ini kami tidak menanam kacang tanah lagi karena kami masih merasa
trauma akibat gagal panen tahun lalu, di tahun 2019 hasil panen kami benar-
benar mengalami kerusakan dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi
sebagian petani di sini , bahkan ada beberapa orang di Kelompok tani kami
yang tidak berhasil mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan.17
Dari ungkapan di atas diketahui bahwa masyarakat masih enggan melakukan
penanaman kacang tanah kembali karena merasa masih trauma akibat gagal panen
yang dialami pada tahun 2019 lalu oleh sebagian besar masyarakat pengelola hutan
kemasyarakatan, bahkan masyarakat menuturkan ada beberapa orang dari Kelompok
tani mereka yang tidak berhasil mendapatkan kembali modal yang dipakai dalam
proses bertani kacang tanah.
Menurut masyarakat kegagalan panen yang dialami oleh masyarakat pada
tahun 2019 lalu disebabkan karena sekitar bulan Februari sampai dengan Maret
wilayah Kota Bima sendiri sedang mengalami musim pancaroba sehingga banyak
biji kacang tanah mengalami pembusukan akibat tidak adanya sinar Matahari selama
proses penjemuran akibat hujan yang terus-menerus turun hampir setiap hari
membuat biji kacang tanah terendam oleh air hujan. Untuk menghindari semakin
17Sa’diah (50 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan: 08 Februari 2020)
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tingginya kerugian, masyarakat berencana untuk menghentikan penanam kacang
tanah hingga beberapa tahun ke depan.
Sebagaiamana yang diungkapkan oleh salah satu pengelola hutan
kemasyarakatan ibu Hawasah
Watipu wara rencana ne’e ngguda mbali kaca sampai pila mba’a kombi
satando ke, ne’e sanawa poda wau. Rencana re ne’e ngguda mbali kai jago
mba’a ma kento na tahosi hasilna mba’an ake, malum tujuan kanggihi ke loaku
wara dingaha karena akempa dikandadi kai cara ngupa ngaha, dahu adeku
ngguda kantuwu sih kaca mai kaiba ngaha na’e rugi bune sih nggahi istilahre
watidu untung pala ngaha buntung.
Pernyataan ibu Hawasah, yaitu:
Kami belum ada rencana untuk melakukan penanaman kembali kacang tanah,
kami benar-benar ingin berhenti dulu. Rencanya kami akan menanam Jagung
kembali tahun depan apabila tahun ini panen sukses, sejujurnya tujuan kami
bertani agar kami bisa memenuhi kebutuhan sandang karena hanya ini pekerjaa
yang dapat kami lakukan untuk saat ini, takutnya apabila kembali menanam
kacang tanah maka kerugian yang kami alami akan semakin besar, seperti kata
istilah bukan untung malah buntung.18
Dari ungkapan di atas ketahui bahwa masyarakat berencana untuk kembali
menanam jagung tahun depan apabila tidak terjadi gagal panen tahun ini. Untuk
kacang tanah sendiri masyarakat masih merasa ragu untuk menanamnya lagi,
pengalaman pada tahun 2019 membuat masyarakat berpikir kembali untuk
melakukan penanaman kacang tanah, ditakutkan akan kembali terjadi gagal panen
dan kerugian masyarakat semakin besar, sementara pengelolaan hutan
kemasyarakatan menjadi mata pencahariaan utama masyarakat pada saat ini.
b. Jagung
Pada tahun 2018 dan 2020 jagung menjadi tanaman komoditas ekspor pilihan
masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di Kampung Lela. Jenis jagung yang
18Hawasah (50 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
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ditanam masyarakat adalah berwarna kuning yang biasa digunakan bagi industri
pembuat tepung, pangan ternak, roti jagung, dan beberapa jenis makanan lainnya,
sama sepeti padi dan kacang tanah, penanaman dilakukan pada musim penghujan di
akhir Oktober sampai dengan awal Januari tahun berikutnya. Lama waktu dari
penanaman sampai panen tidak beda jauh dari kacang tanah, yaitu tiga sampai empat
bulan. Meski lama waktu yang dibutuhkan tidak terlalu jauh dari kacang tanah,
namun menurut masyarakat sendiri bertani jagung dirasa lebih mudah, jika dalam
bertani kacang tanah masyarakat harus benar-benar memperhatikan kebersihan lahan,
untuk jagung masyarakat tidak terlalu merasa khawatir apabila masih ada rumput-
rumput liar yang tumbuh disekitar jagung selama rumput liar tersebut tidak terlalu
lebat sampai menutupi pohon jagung itu sendiri.
Untuk penanaman jagung, Jarak antara satu pohon dengan pohon yang
lainnya tidak boleh terlalu dekat karena dapat mempengaruhi besar buah jagung yang
dihasilkan dan apabila penanaman pohon dilakukan terlalu jauh, maka hal tersebut
dapat menjadi suatu kerugian bagi pemilik lahan karena membuat jumlah pohon
menjadi lebih sedikit dan menyebabkan turunnya angka panen masyarakat, untuk itu
biasanya pada proses penanaman masyarakat pengelola hutan kemasyarakat akan
memasang tali rafia secara sejajar (horizontal) yang telah diberikan tanda sebagai
jarak penanaman. Tidak berbeda dari kacang tanah, pada saat proses penanaman
jumlah jagung yang dimasukkan hanya satu biji di setiap lubang.
Bibit jagung yang digunakan oleh masyarakat yang satu dengan masyarakat
yang lain berbeda, tegantung kemampuan masyarakat dalam membeli bibit. Harga
bibit jagung bervariasi mulai dari Rp.1.000.000,00 bahkan lebih dari Rp.2.000.000,00
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per kardus. Bibit jagung yang digunakan masyarakat sendiri dapat diperoleh dengan
membeli secara pribadi atau dari pemberian pemerintah.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pengelola hutan
kemasyarakan ibu Wahidah
Mba’an ake jago ra mgguda ke wara losa bantuan dari pemerintah sarunden
labo ra weli ba ndai sarunden. Loa raka kai dei dari pemerintah ra kaboro
KTP aka Sedo ketua kelompok tani,nggri ede ketua kelompok tani ma mbei
informasi aka nami waura deka wara dei jago, ra raka hangga dua ponte dari
pemerintah, 5 kiloku tanina saponte.
Pernyataan ibu Wahidah, yaitu:
Untuk tahun ini sebagian dari bibit jagung yang ditanam berasal dari pemberian
pemerintah dan sebagian lagi dibeli secara pribadi. Untuk mendapat bibit dari
pemerintah waktu itu kami diminta untuk mengumpulkan KTP melalui bapak
syamsuddin selaku Ketua kelompok tani kami, setelahnya ketua kelompok
tani menginformasikan kepada kami bahwa bibit jagung dari pemerintah sudah
ada, akhirnya dari pemerintah kami mendapatkan dua bungkus bibit jagung
dengan berat masing-masing 5 kilogram.19
Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pemerintah memberikan dukungan
secara langsung kepada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui
pemberian bibit jagung dengan total 10 kilogram, untuk mendapatkan bibit jagung
dari pemerintah masyarakat Kampung Lela yang tergabung dalam Kelompok Tani
Mori Sama diminta untuk mengumpulkan KTP pada Ketua kelompok tani, bapak
Syamsuddin. Segala bentuk informasi mengenai bantuan bibit jagung pemerintah
akan disampaikan langsung oleh bapak Syamsuddin selaku ketua kelompok tani.
Selain bibit jagung bantuan dari pemerintah, masyarakat sendiri masih melakukan
pembelian bibit jagung dengan menggunakan uang pribadi.
19Wahidah (42 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
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Setelah proses pemanenan, sebelum dilakukan penimbangan biasanya
masyarakat akan menggiling jagung sehingga terpisah antara batang dengan biji
jagung, selanjutnya dilakukan proses pengurangan kadar air dalam jagung melaui
penjemuran selama dua sampai tiga hari hingga didapati kadar air dalam jagung
hanya 16 derajat celcius, Untuk mempertahankan kadar air yang ada biasanya
masyarakat memasukkan jagung ke dalam karung saat sore atau malam hari,
pemeriksaan kadar air sendiri biasanya dilakukan secara langsung oleh pengepul.
adapun tujuan pengurangan kadar air yaitu jagung tidak akan berjamur dan kempes
saat proses pengiriman ke luar pulau.
Dibandingkan dengan kacang tanah, harga jagung per kilogram dapat
dikatakan sangat murah, yakni berkisar dari Rp.2.500,00 sampai Rp. 3.500,00 per
kilogram. Biasanya penentuan harga oleh pengepul berdasarkan kualitas biji jagung
yang dipanen serta keadaan perekonomian pasar.
Masyarakat menuturkan bahwa, walau luas lahan sama akan tetapi hal itu
tidak menjamin jumlah jagung yang dipanen sama, kualitas bibit dan pemberian
pupuk menjadi faktor utama untuk meningkatkan hasil panen nantinya. Untuk tahun
ini masyarakat berharap hasil panen akan mengalami peningkatan meski harga jual
biji jagung mengalami penurunan.
Sebagaimana yang diungkapan oleh salah satu pengelola hutan
kemasyarakatan bapak A. Kadir Ismail
Wunga tahun 2018 ndaiku raka dua ton ncewi jago, wunga ede coina Rp.
3.200,00 sakilo, pala wunga saat ede dei ra kani wati sama na labo ra kani
mb’an ake, mba’an ake ndaiku kani dei jago super. Raho toip tahona mba’an
aken taho laona, ngaha mboto hasilna. Pala warasi was-was rau karena ringa
haba na londo co’i jago ruan. Mudah-mudahan taho laona loaku ngguda wali
jago mba’a satando.
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Pernyataan ibu Hawasah, yaitu:
Waktu tahun 2018 saya berhasil memanen jagung sekitar dua ton lebih dengan
harga jual sekita Rp. 3.200,00 per kilogramnya, namun pada saat itu bibit yang
saya gunakan berbeda dari yang sekarang, pada tahun ini saya menggunakan
bibit jagung super, kalau waktu 2018 saya menggunakan bibit jagung biasa
karena waktu itu masih belum memiliki pengalaman. Pada tahun ini besar
harapan saya dan istri saya karena kami menggunakan bibit jagung super,
jumlah hasil panen akan mengalami peningkatan walau sejujurnya saya merasa
resah karena mendengar akan terjadinya penurunan harga jual biji jagung, kami
sangat berharap tidak akan lagi mengalami gagal panen sehingga tahun depan
kami bisa kembali menanam jagung.20
Dari ungkapan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat mengharapkan hasil
yang baik tahun ini, dilihat dari berbedanya bibit jagung yang digunakan masyarakat
pada tahun 2018 dan tahun ini. Pada tahun ini masyarakat beralih menggunakan bibit
jagung super dari yang awal mulanya menggunakan bibit jagung biasa. Di tengah
keresahan kabar harga jual biji jagung yang mengalami penurunan tahun ini,
masyarakat juga berharap tidak akan terjadi kegagalan panen sehingga tahun depan
masyarakat dapat kembali melakukan penanaman terhadap tanaman komoditas
ekspor jagung.
D. Manfaat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pemberdayaan
Masyarakat Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima
Sebagaimana tujuan awal pembukaan lahan kehutanan oleh pemerintah, hutan
kemasyarakatan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan yang seluruh hasilnya
dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri dengan catatan masyarakat harus mampu
mejaga keadaan hutan.
20A. Kadir Ismail (63 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
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Seperti yang diketahui, hutan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk
pemerdayaan masyarakat melalui pemberdayaan berbasis potensi wilayah.
Pemerintah memanfaatkan sebagian besar lahan yang ada di Kota Bima sebagai hutan
kemasyarakatan guna mendorong masyarakat menjadi lebih baik dan produktif. Jika
dijumlahkan dari pembukaan pertama yang diawali dari tahun 2000, serta pembukaan
ke dua yang dilakukan pada tahun 2012 sampai hari ini, secara keseluruhan
masyarakat Kampung Lela telah melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan
sebanyak 18 kali melalui penanaman, baik penanaman melalui jenis tanaman pangan
atau melalui tanaman komoditas ekspor.
Selama bertahun-tahun melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan,
masyarakat menuturkan mendapat banyak manfaat dari adanya hutan kemasyarakatan.
Adapun manfaat dari hutan kemasyarakatan yang dirasakan masyarakat
kampung lela pengelola hutan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
1. Membuka Peluang Kerja
Menurut masyarakat Kampung Lela yang melakukan pengelolaan hutan
kemasyarakatan, manfaat utama dan pertama yang dirasakan masyarakat adalah
mendapat pekerjaan. Secara keseluruhan, masyarakata Kampung Lela Kelurahan
Jatibaru Barat yang melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan
masyarakat yang sudah memasuki usia kerja dan telah memiliki keluarga atau
menikah.
Sebagaimana yang diketahui, pada dasarnya sebagian besar masayarakat
Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat hanya menempuh pendidikan di tingkat
SD/SMP/SMA/Sederajat sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan
pekerjaan yang baik, terlebih di Kota Bima sendiri lapangan pekerjaan masih sedikit,
86
dengan keadaan tersebut banyak dari masyarakat yang akhirnya bekerja sebagai
tukang kayu dan tukang batu.
Seiring berjalannya waktu jumlah populasi masyarakat di Kota Bima terus
mengalami peningkatan, hal tersebut berbanding terbalik dengan semakin sedikitnya
lapangan pekerjaan, terlebih masih banyaknya generasi muda Kota Bima yang
memilih untuk menekuni profesi sebagai tukang kayu atau tukang batu, membuat
masyarakat dengan usia 45 tahun ke atas semakin sulit mendapatkan pekerjaan
Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Salah satu pengelola hutan
kemasyarakatan bapak Junaidin Anwar
Sawatip da ngoho ara doro, ntoina ra karawiku ndadi tukang kayu. Ra ndadiku
tukang kayu aip sampela sampai wara anaku, pala ngaha tua ndaiku ngaha
susah raka karawi. Watidu mbotona douma ou karawi, kombi ba waura mboto
ma mbuip muda karawi ndadi tukag kayu ndadi doure tahop ouna sadoho.
Pernyataan bapak Junaidin Anwar, yaitu:
Sebelum bertani di lahan hutan kemasyarakatan, beberapa tahun yang lalu saya
masih berkerja sebagai tukang kayu. Saya berkerja sebagai tukang kayu sejak
saya masih remaja sampai akhirnya saya memiliki anak, namun seiring
berjalannya waktu dan usia yang semakin tua, saya semakin sulit mendapatkan
pekerjaan. Saya sudah jarang mendapat panggilan kerja, mungkin karena
banyak generasi muda baru yang bekerja di bidang ini sehingga pemilik modal
lebih banyak menggunakan jasa mereka. Akhirnya saya benar-benar berhenti
bekerja sebagai tukang kayu dan fokus mengelola lahan hutan
kemasyarakatan.21
Dari ungkapan tersebut diketahui bahwa pada saat ini masyarakat
menfokuskan diri dalam mengelola lahan hutan kemasyarakatan setelah tidak menjadi
tukang kayu. Masyarakat memilih berhenti menjadi tukang kayu setelah semakin
berkurangnya panggilan pekerjaan sebagai tukang kayu karena masyarakat pemilik
modal lebih memilih mempekerjakan orang dengan usia yang lebih muda.
21Junaidin Anwar (62 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan
Hutan Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
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2. Mendapatkan Biaya Untuk Menyekolahkan Anak
Pendidikan adalah salah satu pondasi untuk memperkuat suatu negara.
Melalui pendidikan, sebuah negara dapat meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sehingga mampu mengarahkan negara menjadi jauh lebih baik dari
sebelumnya. Selaras dengan cita-cita bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan berusaha memberikan
pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, sehingga mampu meningkatkan kualitas
diri ke depannya.
Dengan adanya hutan kemasyarakatan, masyarakat Kampung Lela pengelola
hutan kemasyarakatan berhasil untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka
sampai dengan perguruan tinggi.
Sebagaimana yang diungkapkan salah satu pengelola hutan kemasyarakatan
Ibu Sa’diah
Syukur wara kanggihi jago labo kaca ma bantu manae ru’u kuliah kai ana
sampe waura karawi ake , terlebih pas ede anakure lu’u lalo dua-duana kuliah,
pala syukur kai wunga ede taho hasil kaca.
Pernyataan ibu Sa’diah, yaitu:
Hasil dari bertani jagung dan kacang tanah benar-benar memberi bantuan yang
besar bagi saya untuk membayar kuliah anak sampai lulus dan bekerja sekarang,
terlebih beberapa tahun yang lalu anak saya dua orang masuk kuliah secara
bersamaan, untungnya saat itu hasil panen kacang tanah kami bisa di katakan
berhasil jadi saya bisa membiayai keduanya langsung.22
Dari ungkapan tersebut diketahui bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan
memberikan manfaat positif bagi masyarakat Kampung Lela yang melakukan
22Sa’diah (50 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 08 Februari 2020)
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pengelolaan, hasil panen dari tanaman komoditas ekspor membantu masyarakat
dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga dapat menempuh pendidikan
ke Perguruan Tinggi sampai dengan selesai.
3. Mendapatkan Ilmu Pertanian
Bagi masyarakat Kelurahan Jatibaru Barat khususnya Kampung Lela, pada
dasarnya bertani bukan merupakan suatu hal yang baru. Beberapa generasi
sebelumnya telah melakukan pertanian yang dilakukan di area persawahan,
sayangnya jumlah masyarakat yang beprofesi sebagai petani tidak begitu banyak pada
masa itu, bertani hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki modal untuk
membeli petak sawah. Hingga akhirnya kebijakan hutan kemasyarakat dari
pemerintah menjadi salah satu jalan keluar bagi masyarakat kampung lela, banyak
dari masyarakat yang pada akhirnya mengembangkan diri di bidang pertanian.
Melaui hutan kemasyarakatan, masyarakat sedikit demi sedikit belajar
mengenai cara bercocok tanam yang baik. Pembelajaran bercocok tanam di lahan
hutan kemasyarakatan dilakukan masyarakat kampung lela kelurahan jatibaru barat
secara autodidak atau dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa melalui pendidikan
formal.
Sebagaimana yang diungkapkan salah satu pengelola hutan kemasyarakatan
bapak A. Kadir Ismail
Wunga saramba ngoho re, ndaiku watip wara pengalaman ma mboto bune
cara kanggihi ma taho aka doro, ndadi ndaiku tana’o sato’i-sato’I bune cara
kanggihi ma taho melalui dana ra mbeiba pemerintah ake. Pila mba’a ncaun
ake mboto ilmu ra raka, salah satuna bojo ma umurna ese maiba samba’a
waura sih ngari wode wi’ima ndai selama berhari-hari labo ropena wati
bakalan ihana, beda lao ma umurna awa maip samba’a sia pasti bakalan iha
ntois wi’i.
Pernyataan bapak A. Kadir Ismail, yaitu:
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Waktu pertama melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan, saya belum
memiliki pengetahuan yang banyak mengenai cara bertani terlebih di lahan
hutan, lalu saya belajar sedikit demi sedikit mengenai bagaimana cara bertani
dengan baik lewat pengelolaan hutan kemasyarakatan. Selama bertahun-tahun
banyak ilmu baru yang saya dapatkan seperti, singkong yang berumur di atas
satu tahun setelah kita mencabutnya, lalu kita simpan di luar selama beberapa
hari tanpa mengelupaskan kulitnya maka singkong tersebut tidak akan rusak,
beda halnya dengan singkong yang memiliki usia dibawah satu tahu ketika kita
menyimpannya di luar maka warna singkong akan berubah dan tidak bagus
untuk di konsumsi.23
Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Wahidah
Ndaiku kan tiwara karawi cuma midi aka uma ndadi ntoin re wati bade au-au
mengenai kanggihi ndedeja rahiku. Pala, waura kanggihi aka dana ake ndadi
kain ndaiku bade bune cara kadale dei ma taho, bune ai waktu ma taho ru’u
ngguda loanku caru wokona, labo mboto hal makali ratana’o seama kanggihi
Pernyataan ibu Wahidah, yaitu:
Sebagai Ibu rumah tangga dulu saya sama sekali tidak mengerti hal-hal yang
berkaitan dengan pertanian, begitu juga dengan suami saya. Namun, setelah
kami melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan, saya akhirnya menjadi
tahu bagaimana untuk memilih bibit yang baik, saat yang tepat untuk
melakukan penanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur, dan
banyak hal lain yang saya pelajari ketika melakukan pengelolaan hutan
kemasyarakatan.24
Dari ungkapan tersebut diketahui bahwa masyarakat Kampung Lela pengelola
hutan kemasyarakatan menemukan hal-hal baru mengenai pertanian yang sebelumnya
tidak diketahui, selain itu masyarakat secara alami belajar tentang bagaimana untuk
bertani dengan baik dari tahun ke tahun.
4. Memperbaiki Taraf Hidup
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan pemberdayaan adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya aspek
ekonomi, melalui pemberdayaan Pemerintah seringkali berharap dapat menyelesaikan
23A. Kadir Ismail (63 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
24Wahidah (42 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan
Kemasyarakatan : 20 Februari 2020)
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persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Perbaikan ekonomi juga menjadi
salah satu konsentrasi pada pembukaan lahan hutan kemasyarakatan dimana
pemerintah mengharapkan baik masyarakat yang ada di dalam atau sekitar kawasan
hutan kemasyarakatan dapat memperbaiki status ekonomi mereka melalui
pengelolaan hutan kemasyarakatan.
Melalui observasi yang dilakukan baik di lahan hutan kemasyarakatan atau di
kampung Lela dapat dilihat bagaimana pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat
memberikan dampak positif terhadap ekonomi masayarakat setempat, tidak sedikit
dari pengelola hutan kemasyarakatan memanfaatkan hasil bumi yang ada di dalamnya
menjadi sebuah bisnis, seperti menjadi penyuplai singkong untuk usaha keripik
singkong rumahan. Selain itu untuk masyarakat yang memiliki lahan dekat dengan
jalan raya dapat menjadi salah satu keuntungan tersendiri, beberapa orang dari
masyarakat membuka warung kopi kecil-kecilan, biasanya pengunjung merupakan
orang-orang yang melakukan perjalan dari Wera ke Bima ataupun sebaliknya, dengan
adanya hal ini kehidupan ekonomi masyarakat secara perlahan terbantu walau dengan
angka yang tidak terlalu tinggi.
Pengelolaan hutan kemasyarakatan melalui tanaman komoditas ekspor
menjadi penyumbang terbesar dalam memperbaiki kehidupan masyarakat Kampung
Lela pengelola hutan kemasyarakatan. Pendapatan dari hasil panen hutan
kemasyarakatan sebagian digunakan masyarakat untuk membayar hutang yang telah
ada sebelumnya, sebagian besar digunakan masyarakat untuk memenuhi kehidupan
sehari-hari atau sebagai modal usaha, dan ada juga yang menggunakan untuk modal
usaha.
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Sebagaimana yang diungkapkan salah satu pengelola hutan kemasyarakatan
ibu Misbah
Ntoin re sawatip ngguda kaca ro jago wati wara kone loa eda piti, tiwara di
nenti, pala syukur wara kanggihi ake mai kaiba wara si taho mori ra woko,
hasil dari kanggihi ake ndadi kaiku modal weli mbe’e di ntadi loaku landa pede,
serta wara rauku loa di wi’i ntoin re indo au poda sura ncihin di ngaha.
Pernyataan ibu Misbah, yaitu:
Dulu sebelum mengelola hutan kemasyarakatan saya benar-benar merasa
kesusahan, namun syukurnya dengan bertani di lahan ini, sekarang kehidupan
kami sudah semakin membaik, uang dari hasil panen saya gunakan sebagai
modal untuk membeli kambing untuk diternak sehingga apabila telah
berkembang biak bisa kami jual , dan sebagian lainnya saya tabung walau
jumlahnya tidak banyak.25
Dari ungkapan tersebut diketahui bahwa masyarakat merasa setelah adanya
hutan kemasyarakatan kehidupan masyarakat Kampung Lela pengelola hutan
kemasyarakatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, selain itu masyarakat sendiri
menjadikan uang dari hasil pengelolaan hutan kemasyarakatan tidak hanya untuk
memenuhi kehidupan sehari-hari akan tetapi sebagian dari uang tersebut digunakan
sebagai modal dalam membuka usaha peternakan.
25Misbah (50 Tahun) Pengelola Hutan Kemasyarakatan. Wawancara (Kawasan Hutan





Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada
bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian yaitu:
1. Proses pegelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan masyarakat Kampung
Lela Kelurahan Jatibaru Barat dilakukan dengan cara reboisasi di lahan hutan
kemasyarakatan, masyarakat menanam tanaman pangan seperti padi, dan
menanam tanaman komoditas ekspor. Untuk tanaman komoditas ekspor
masyarakat membagi menjadi dua jenis, yaitu tanaman komoditas eskpor sekali
panen dan harus ditanam ulang tahun berikutnya seperti jagung dan kacang tanah,
serta tanaman komoditas ekspor yang penanamannya hanya sekali namun dapat
dipanen secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya seperti jambu mete.
2. Manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap pemberdayaan masyarakat
Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima yaitu, yang pertama dan
utama adalah membuka peluang kerja untuk masyarakat. Selanjutnya,
mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anak, masyarakat memperoleh
pengetahuan tentang pertanian, serta memperbaiki taraf hidup.
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B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa implikasi penelitian yaitu
1. Berangkat dari judul skripsi ini memiliki arti yang begitu luas dan
mendalam, maka itulah yang terjadi pada hasil penelitian peneliti. Penelitian
tidak hanya berfokus pada pemanfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan
terhadap pemberdayaan masyarakat, namun juga bagaimana proses pengelolaan
hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Lela
Kelurahan Jatibaru Barat Kota Bima.
2. Dengan adanya hutan kemasyarakatan diharapkan selain menjadi pilihan
pekerjaan, juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Melaui proses pengeloaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat
Kampung Lela Kelurahan Jatibaru Barat dapat dilihat bahwa masyarakat tetap
menjaga fungsi ekologi dari hutan itu sendiri melalui penanaman pohon.
4. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan
bagi pembaca tentang bagaimana pemberdayaan yang dilakukan di Kampung
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PEDOMAN WAWANCARA (Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan)
1. Siapa nama ibu/bapak?
2. Dari mana ibu/bapak berasal?
3. Sejak kapan pengelolaan hutan kemasayarakatan ini ada?
4. Sejak kapan bapak/ibu melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan?
5. Apakah bapak/ibu tergabung dalam satu kelompok tani?
6. Apa alasan bapak/ibu melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan?
7. Apa jenis pekerjaan bapak/ibu sebelum adanya hutan kemasyarakatan?
8. Apakah untuk saat ini bapak/ibu memiliki pekerjaan lain selain mengelola hutan
kemasyarakatan?
9. Pengelolaan seperti apa yang menurut bapak/ibu baik pada lahan hutan
kemasyarakatan?
10. Bagaimana cara bapak/ibu merawat hal-hal yang sebelumnya sudah ada di hutan
itu sendiri?
11. Apa yang bapak/ibu lakukan dengan hasil pengelolaan hutan kemasyarakatan?
12. Apa perbedaan yang bapak/ibu rasakan sebelum dan sesudah adanya hutan
kemasyarakatan?
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PEDOMANWAWANCARA (Lurah Jatibaru Barat)
1. Siapa nama bapak?
2. Jikalau berkenan, apa saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hutan
kemasyarakatan?
3. Apakah bapak mengetahui tentang adanya pengelolaan hutan kemasyarakatan
yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Lela?
2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pengelolaan hutan yang dilakukan oleh
masyarakat kampung Lela?
3. Apa harapan Bapak kepada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan?
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Dokumentasi di Kawasan Hutan Kemasyarakatan
Gambar 1. Jalan masuk lahan hutan kemasyarakatan
Gambar 2. Lahan hutan kemasyarakatan
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Gambar. 3 Lahan hutan kemasyarakatan
Gambar 4. Lahan hutan kemasyarakatan
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Gambar 5. Lahan hutan kemasyarakatan




Gambar 1. Foto bersama salah satu pengelola hutan kemasyarakatan bapak A.
Kadir Ismail
Gambar 2
Gambar 2. Foto bersama salah satu pengelola hutan kemasyarakatan ibu Hawasah
Gambar 3
Gambar 4. Foto bersama salah satu pengelola hutan kemasyarakatan ibu Misbah
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Gambar 4
Gambar 5. Foto salah satu pengelola hutan kemasyarakan bapak Ramlin
Gambar 5
Gambar 6. Foto bersama salah satu pengelola hutan kemasyarakatan ibu Sa’diah
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Gambar 6
Gambar 6. Foto bersama salah satu pengelola hutan kemasyarakatan ibu Wahidah
Gambar 7




Gambar 8. Foto bersama Ketua Kelompok Tani Mori bapak Syamsuddin
Gambar 9
Gambar 9. Foto bersama Bapak Lurah Jatibaru barat bapak A.Salam
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Gambar 10
Gambar 10. Foto Struktur Kepegawaian Kantor Kelurahan Jatibaru Barat
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